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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha
Esa karena atas rahmat dan perkenan-Nva Dokumen Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 dapat
diselesaikan tepat waktu. Laporan kinerja merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi vang dipercayakan kepada
setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Peniyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi berdasarkan
Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tehun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instantsi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk membenkan
gambaran tingkat pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Cimahi
berdasarkan indikator-indikator sebagaimana dituangkan dalam
Perjanjian Kinerja, vaitu berdasarkan pada capaian sasaran strategis
Meningkatnyva Kualitas Pengawasan dan Meningkatnya Kualitas Dan
Inovasi Pelayvanan Publik. Indikator untuk mengukur capalan Sasaran
strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan adalah Persentase
Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Nilai
Maturitas SPIP. Sementara Indikator untuk mengukur capaian sasaran
strategis Meningkatnya Kualitas Dan Inovasi Pelayanan Publik adalah Nilas
Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Kami berharap Laporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi ini dapat
memberikan gambaran mengenai kinerja  Inspektorat dalam
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota
Cimahi serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam

kerangka tata pemerintahan vang baik (good governance] dan dapat




menjadi dasar dalam upaya perbaikan herkesinambungan bag Inspektorat

Kota Cimahi untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

Cimahi, 24 Februari 2025
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IKHTISAR

Inspektorat Kota Cimahi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(APIP) di lingkungan Kota Cimahi mempunyai peran meningkatkan
pengendalian internal atas akuntabilitas baik keuangan maupun kinerja,
serta memastikan reformasi birokrasi berjalan secara berkesinambungan
dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam menghasilkan data yang
terpercava dan berkualitas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
Inspektorat Kota Cimahi mengemban tugas mendukung terwujudnya Visi
dan Misi Kota Cimahi Tahun 2023- 2026, dengan visi vaitu *Cimahi Kota
Cerdas” serta misi yvang mendukung pembangunan bidang tata kelola
pemerintahan, vaitu khususnya misi ke dua "Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik™ Inspektorat Kota Cimahi mendukung 9
Prioritas Kota Cimahi RPD 2023-2026 di prionitas ke-9, yaitu: "Penguatan
tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik’.

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2024 menyajikan target, realisasi
dan capaian kinerja selama satu tahun anggaran. Dari sisi anggaran pada
tahun 2024, Inspektorat Kota Cimahi melaksanakan 3 (tiga) Program, 11
(sebelas) Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.
Rp. 15.873.668.128,00. Realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebesar
Rp. 14.389.784.725,00 dengan efisiensi sebesar 9,35%. Anggaran tahun
2024 ini naik sebesar 14,9% dari tahun 2023 (Rp 13.812.018.899.00).
Kenaikan ini berdampak signifikan terhadap meningkatnya laporan hasil
pengawasan, yaitu sebanyak 453 laporan pengawasan (tahun 2023
sebanyak 309 laporan).

Target kinerja tahun 2024 vang dicapai terdiri dari 2 (dua) Sasaran
Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis berdasarkan
Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan Renstra
Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Sasaran Strategis inspektorat




adalah Meningkatmya Kualitas Pengawasan dan Meningkamnya Kualitas
dan Inovasi Pelayanan Publik. Pencapaian kinerja diukur dan
dibandingkan dengan target Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026 untuk
menjadi bahan evaluasi tahun berikutnyva.

Realisasi atas Sasaran Strategis yvang diukur melalui Indikator
Kinerja Sasaran Strategis menunjukkan hasil yang baik. Dari 2 {dua)
Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang
menjadi Penetapan Kinerja Inspektur Kota Cimahi, sebanyak 2 {dua)
indikator Kinerja Utama terealisasi di atas target. Sementara itu terdapat
1 (satu) Indikator Kinerja Utama vang tidak tercapal pencapaiannya yaitu
“Persentase  Peningkatan HKetaatan Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan”. Terjadi penurunan realisasi dibanding tahun 2023,

Hasil capaian target kinerja memberi gambaran atas keberhasilan
atau kegagalan program dan kegiatan pengawasan Inspektorat. Persentase
capaian kinerja vang diukur dari sasaran Inspektorat tahun 2024
dijelaskan dalam tabel berikut :

Persentase Capaian Sasaran Kinerja Inspektorat Tahun 2024

1 | Meningkatnva
kualitas peningkatan
pengawasan | ketaatan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Nilai Maturitas 3,02 3,065 101,49%
SPIP
2 | Meningkatnya | Nilai Reformasd B0,54 B3.65 103,86%
kualitas dan | Birokrasi
inovasi Perangkat
pelavanan Daerah
publik




Capaian kinerja Inspektorat Kota Cimahi memiliki rata-rata capaian
kinerja sebesar 89,85% persen, menurun dibandingkan capaian tahun
2023 lalu sebesar 114,17% persen. Analisis dan evaluasi atas pencapaiarn
tujuan/sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024
dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024
ini. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan
selanjutnya dapat digunakan dalam membuat rumusan kebijakan dan
pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Cimahi di masa

mendatang.




1.1

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa,
pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pokok bangsa selanjutnya
adalah menvempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu seria
mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis
vang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Bahwa
untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif,
efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan
pembangunan  Nasional. Perencanaan pembangunan akan
membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan
masa depan vang tepat melalui urutan prioritas dengan
memperhitungkan sumber daya vang tersedia.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan
pelaksanaan tugas dan fungsi vang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara. Laporan
Kinerja bertujuan memberikan transparansi dan akuntabilitas
kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (good
governance), Laporan Kinerja merupakan bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada
instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah (Peraturan Presiden




Republik indonesia No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP] merupakan wujud
pertanggungjiawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta
kewenangan  pengelolaan  sumber daya sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun
anggaran vang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota
Cimahi berpedoman pads Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinetja dan
Tata Cara Review atas Laporan Kinerja [nstansi Pemerintah.
Penyusunan LKIP Inspektorat Kota Cimahi juga mengacu pada
dokumen perencanaan jangka menengah Kota Cimahi, yaitu
Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.
(Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022}, Rencana
Strategis Inspektorat Kota Cimahi 2023-2026, Rencana Kerja (Renja)
Inspektorat Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2024,
serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspekiorat
Tahun 2024,

Inspektorat Kota Cimahi merupakan unsur pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Kota Cimahi
bertugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi
pelaksanaan urusan pemerintahan wang menjadi kewenangan
Daerah Kota dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
(Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Cimahi). Dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya tersebut. Inspektorat Kota Cimahi berupaya menjamin
kegiatan perencanaan pembangunan di Kota Cimahi terselenggara

secara efektif, efisien dan tepat sasaran melalui kegitan pembinaan

dan pengawasan. Untuk mengukur capaian kinerja tahunan yang




1.2

1.3

telah dan seharusnva dicapai serta sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja, maka Inspektorat
Kota Cimahi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
(LKIP).

Maksud dan Tujuan

Maksud:

Maksud dari penvusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi
Tahun 2024 adalah sebagai pertanggungiawaban kinerja Inspektorat
Kota Cimahi kepada Wali Kota Cimahi atas pelaksanaan
program/kegiatan dan pengelolaan anggaran pada Inspektorat Kota
Cimahi Tahun 2024 dalam mencapai sasaran/target yvang telah
ditetapkan.

Tujuan:

Tujuan penyusunan adalah untuk memberikan gambaran, analisa,
dan evaluasi atas capaian kinerja tujuan dan sasaran, Vang
dituangkan dalam indikator-indikator kinerja selama tahun 2024.

Dasar Hukum
Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP] Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024, merujuk pada peraturan

perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 19460 tentang
Penvelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001




14,

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4116);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan  Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20231
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6858);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomar 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322},

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyvelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Pemerintah Nomeor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4890);

Peraturan Pemerintah Nomeor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara




11.

12.

13.

14,

13,

16,

17,

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomeor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614},

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntablitas Kinerja Instansi Pemernintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor ; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinepa Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara [Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi Atas [mplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemenntah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluas
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panmjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);




18.

19,

20,

21.

22,

23.

24,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317/2023
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 030-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah:

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024,

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi
[Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 9 Seri D,
Tambahan Lembaran daerah Kota Cimahi Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi
Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomaor 287,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 46);
Peraturan Walikota Cimahi Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cimahi,
scbagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 10
Tahun 2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Cimahi.

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026;
Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Kencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024;
Peraturan Wali Kota Cimahi Nomeor 26 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota




Cimahi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Cimahi
Tahun 2023 Nomor 731) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 26 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024,

25, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang
kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;

26. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 Tentang
Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota
Cimahi.

1.4 Gambaran Umum dan Isu-Isu Strategis
1.4.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun
2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsai
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi yang menyatakan
bahwa, Inspektorat merupakan unsur pengawas penvelenggaraan
Pemerintahan Dacrah yvang dipimpin oleh Inspektur, vang dalam
menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunvai tugas membantu Wali Kota dalam
membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan vang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat
daerah. Inspelktorat dalam menjalankan tugasnya
menvelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;
b} Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lainnya,;




¢) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
dari Wali Kota;

d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e] Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

fi Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Wali Kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kota Cimahi dipimpin oleh seorang lnspektur
setingkat eselon Il Dalam pelaksanaan tugasnva, Inspektur dibantu
oleh seorang BSekretaris, 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
Administrasi Umum dan Keuangan, 4 [(empat] orang Inspektur
Pembantu, 17 {tujuh belas) orang Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
dan 6 (enam) crang Fungsional PPUPD (Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah), 5 (lima) orang fungsional umum, dan
1 [satu) orang PPPK.

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Inspektorat Kota
Cimahi berdasarkan jabatannva terdapat pada gambar di bawah ini:

Sebaran Jabatan ASN Inspektorat Kota Cimahi

w Stnukfural  w Fumgsional Ssdior = Fungsionad PFPLPDO Fungalanal Uirum . = Arsipaiis

Gambar 1. Sebaran Jabatan ASN Inspektorat Kota Cimahi

Adapun jumlah fungsional Auditor dan PPUPD berdasarkan jenjang
jabatan fungsional auditor dan PPUPD sebagai berikut:




lenjang Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD
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Gambar 2. Jenjang Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD Kota
Cimahl Tahun 2024

Sementara itu jumlah Aparatur Sipil Negara diklasifikasikan
berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 3.

ASN Berdasarkan Pendidikan
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Gambar 3. Pegawai Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan




Struktur Orgamisas: Inspektorat Kota Cimahi sebagaimana
dijelaskan pada gambar 4 dibawah ini:

EAGAN STRUNTUR QRGARISAS]
INSPEXTORAT
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Gambar 4. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Cimahi




1.4.2 Peran Strategis Inspektorat Kota Cimahi

Inspektorat Kota Cimahi memilila peran pengawasan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan adalah suatu
usaha untuk menjaga agar suatu tindakan sesuai dengan vang
secharusnya. Tujuannya adalah agar pelaksanaan vang dilakukan
memperoleh hasil sesuai dengan yang direncanakan, baik secara
administrasi, keuangan maupun manajemen. Jika pengawasan
dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, maka
semakin  kecil kemungkinan timbulnva penyimpangan yang
berakibat tidak tercapainva tujuan vang telah direncanakan.

Peran Inspektorat dalam pengawasan internal sangat strategis,
vaitu melaksanakan seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu,
pemantauan /monitoring serta kegiatan pengawasan lain seperti
konsultanst [consultancy), sosialisasi dan asistens: terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan kevakinan vang memadail (assuwrance) bahwa kegiatan
telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur vang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan vang baik (good governance),

Peran pengawasan internal tersebut sejalan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP}, yvang secara rinci dijelaskan pada Pasal
11, vang menyvatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawas
Internal Pemerintahan (APIP) yvang efeknf sekurang kurangnya
marmpu:

1. Memberikan keyakinan vang memadal atas ketaatan,
kehematan, efisiensi serta efektivitas pencapaian tujuan
penvelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2. Memberikan penngatan dini dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko dalam penvelenggaraan tugas dan fungsi

instansi pemerintah,




3. Memelihara dan  meningkatkan  kualitas tata  kelola
penyvelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dalam lingkup pelaporan kinerja instansi pemerintah, peran
Inspektorat sangat strategis, yaitu berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah pada pasal 33 ayat (3] menyatakan
bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP] pada
Kementerian /Lembaga (K/L)/ Pemda melakukan Reviu atas Laporan
Keuangan dan Kinerja dalam rangka mevakinkan keandalan
informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Kepala Daerah
kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11.
Untuk itu, Inspektorat melakukan fungsi assurance, yaitu
memberikan kevakinan vang memadai terhadap keandalan informas:
laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah di lingkup
Kota Cimahi.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa, peran Inspektorat
Kota Cimahi sangat strategis, sclain menemukan dugaan adanya
penvimpangan dan/atau kecurangan (fraud) dalam organisasi
perangkat daerah, tetapi lebih mengedepankan peran konsultansi
dan pencegahan terhadap terjadinva penvimpangan atau
kecurangan serta memberikan keyakinan yang memadai [assurarnce
terhadap efektivitas dan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan
pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

1.4.3 Isu-isu Strategis dan Permasalahan Inspektorat Kota Cimahi

Dalam menjalankan peran strategisnya, Inspektorat hoia
Cimahi telah melakukan analisis mengenai permasalahan dan isu-
isu strategis sebagai tolak ukur dalam menentukan kinerja

Inspektorat pada tahun mendatang lsu-isu strategis Inspektorat,

yattu:
1. Pada tahun 2024 Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Cimahi
sudah berada di Level 3, dengan skor 3,135,




2, Nilai Maturitas SFIP Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2023

berada pada posisi 3,02,

Penyelesaian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan
internal dan eksternal Tahun 2024 belum seluruhnya selesai
ditindaklanjuti.

Tabel 1. Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Tahun 2024
Status Tindak
Lanjut Hasil Belum
Mo Temuan Rekomendasi Pemeriksaan Tindak
Sagneai Belum | Lanjut
; Sesual
, |Inspektorat 1.491 1.251 | 188 52
" | Kota Cimahi ’ ;
Inspektorat
2. | Provinai 288 273 9 6
Jabar
3. |BPK 788 666 i ] | 1

Sumbser: Inpeitorot Kota Cimahd fdata diolafy)

4. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti

Kerugian Daerah sampai dengan semester [l tahun 2024 yang
dikeluarkan oleh BPK RI (Nomor 05/LHPt/XVII.BDG/01 /2025
tanggal 24 Januan 2024}, nilai kerugian vang telah dipulihkan
sebesar Rp, 18.305.203.821,30 dari total kerugian Rp.
22.226.612.855,24 (82.36%). Jumlah tersebut merupakan nilai
penyelesaian ganti kerugian daerah yang dilakukan melalui

angsuran., pelunasan dan pembebasan. Jadi masih ada sekitar
Rp. 3.921.418.033,94 sisa kasus yang belum terselesaikan.
Sementara dari Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah
Provinsi Jawa Barat vang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus
2024, menvatakan bahwa nilai kerugian daerah yang telah
diselesaikan sebesar Rp. 1.068.445.320,77 dari total kerugian Rp.
1.110.126.686,17 (96,25%.




5. Masih kurangnya jumlah Jabatan Fungsional Auditor maupun

Pengawas Pemerintahan (P2ZUPD).

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Tanggal 26 Oktober Tahun 2021, Nomaor: S-
1087 /K/JF /2021, Hal Rekomendasi Kebutuhan JFA (Jabatan
Fungsional Auditor] pada Inspektorat Kota Cimahi kebutuhan
Auditor Inspektorat Kota Cimahi sebanyak 61 orang [Tabel 2},

Berdasarkan Surat Sekretaris Inspektorat Jendral Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800.1.2.1/3113/1J,
Tanggal 9 November 2022, Hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan
Fungsional PPUPD pada Inspektorat Kota Cimahi Kebutuhan
PPUPD Inspektorat Kota Cimahi 38 orang (Tabel 3).

Tabel 2. Kebutuhan Fungsional Auditor Inspektorat

Kota Cimahi

No | Jenjang Jabatan Rekomendasi Eksisting Salions

fKurang

1 2 3 4 5=3-4
1 | Auditor Utama 1 0 1
2 ixﬁd'.‘t'ar' Madva 6 4 2
3 | Auditor Muda 18 7 10
4 | Auditor Pertama T 4 32
Jumlah 61 17 45

I.‘:.‘um!_mr—. Surat BPKP, 246 Oktober 2021, Nomor 1057/ K/ JES 2021




Tabel 3. Kebutuhan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah Inspektorat Kota Cimahi

Jenjang Rel lasi Selisih/
wo Jabatan ___m“ ey Kmn‘J
1 2 3 4 5=3-4 |
1 | PPUPD AhHi 6 2 4 |

Madya
2 | PPUPD Ahli 14 o 4
Muda i
3 | PPUPD Ahli 18 0 18
Pertama
Jumlah 38 2 | a6

Sumber: Surat Sekreta n'.-;_ﬁr:q-:rﬁi'r.:m:r Jendral Kementenan Dolam Negerd
Republik Indonesia, 9 November 2022, Nomor: 800, 1.2. 1/ 21 13/ 1S

Sementara untuk jumlah eksisting untuk Tungsional Auditor
dan PPUPD pada tahun 2024 dapat dilihat dalam gambar 1 dan
2 di atas.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 telah
berbasis risiko namun dalam penentuan objek pemernksaan
atau auditi belum sepenuhnya berdasarkan pada tingkat risiko
vang dimiliki oleh setiap Perangkat Daerah, karena banyaknya
mandatory pengawasan dari pusat vang harus dilakukan.
Belum optimalnya fungsi konsultasi Inspektorat Kota Cimahi.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik [ndonesia
Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
anggaran pengawasan untuk tahun 2024 diamanatkan bahwa
untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan
pengawasan, Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan
besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: diatas
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan




Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit
sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total
helanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah), Alokasi anggaran vang dimaksud tidak termasuk gaji
dan tunjangan ASN. Anggaran pengawasan di Inspektorat Kota
Cimahi pada tahun 2024 belum dapat memenuhi anggaran
pengawasan karena terkendala oleh kemampuan keuangan
daerah dalam pemenuhan anggaran pengawasan dan masih
kurangnva jumlah APIP dalam pelaksanaan kegiatan

PENgAWASAn.

lsu-isu strategis tersebut dapat menghambat pencapaian target

kinerja apabila tidak diatasi. Solusi atau upaya yang telah dan akan

terus dilakukan untuk mengatasinya adalah:

1.

Melengkapi pemenuhan dokumen-dokumen untuk melengkapi
Area of Improvement (Aol yang belum terpenubhi dalam
pencapaian Kapahilitas APIP Level 3, melalui koordinasi secara
intensif dengan BPKP Provinsi Jawa Barat serta meningkatkan
kompetensi Auditor dan PPUPD melalui Pendidikan dan
Pelatihan.

Koordinasi lebih intens tentang pemenuhan evidence Maturitas
SPIP antara Inspektorat, BPKAD, dan Bappelitbangda sebagai
koordinator Maturitas SPIP Kota Cimahi. Serta memberikan
sosialiasasi, bimbingan teknis serta pendampingan Maturntas
SPIP terhadap Perangkat Daerah.

Menyusun rencana penvelesaian rekomendasi atas temuan
secara intensif setiap triwulan dengan diawali dengan
pelaksanaan desk bagi Perangkat Daerah yang belum
menyelesaikan tindak lanjut rekomendasa.

Mengintensifkan koordinasi dengan Tim Penyelesaian Kerugian

Daerah Kota Cimahi serta Majelis Penyelesaian Kerugian
Daerah.




Mengusulkan pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga fungsional
Auditor dan PPUPD melalui pembentukan JFT.

Melaksanakan pendampingan penvusunan Profil Risiko (Risk
Register) pada Perangkat Daerah.

Telah disusunnva SOP Konsultasi Inspektorat Kota Cimahi dan
telah berfungsinya ruang konsultasi secara optimal.
Mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk pemenuhan
kegiatan pengawasan.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat (LKIP] Kota

Cimahi Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menten Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB |

BAB 11

PENDAHULUAN

Menvajikan penjelasan umum organisasi dengan penckanan
kepada aspek strategis stategis organisasi serta permasalahan
utama yvang sedang dihadapi organisasi.

1.1 Latar Belakang

1.2  Maksud dan Tujuan

1.3 Dasar Hukum

1.4 Gambaran Umum dan Isu-Isu Strategis

-

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

PERENCANAAN KINERJA
Memuat ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.

2.1 Rencana Strategis Inspektorat Kota Cimahi
22 Arah dan Kebijakan Inspektorat Kota Cimahi Tahun
2023 - 2026




BAEB 111

BAB IV

2.3  Tujuan, Sasaran, dan indikator Kinerja Tahun 2024
2.4 Indikator Kinerja Utama
2.5 Perjanjian Kinerja

AKUNTABILITAS KINERJA
Memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap permyataan
kinerja sasaran siraiegis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi.
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.1.]1 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas
Pengawasan (Indikator Kinetja 1)
3.1.2 Sasaran Strategis 1: Meningkanya Kualitas
Pengawasan (Indikator Kinerja 2|
3.1.3 Sasaran Stategis 2 :Meningkatnya kualitas dan
Inovasi Pelayanan Publik
3.2 Efisiensi Sumber Dava
3.3 Realisasi Anggaran

PENUTUP
Memuat penjelasan ringkasan umum pencapaian kinerja serta
upaya tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.




BAB 11
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Inspektorat Kota Cimahi 2024

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di
daerah, memiliki peran dan posisi vang sangat strategis, baik ditinjau dari
aspek fungsi manajemen maupun dari aspek pencapaian visi dan misi serta
program-program pemerintah. Dari aspek fungsi-fungsi dasar manajemen,
Inspektorat mempunyai kedudukan vang setara dengan fungsi
perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari aspek pencapaian
visi, misi, dan program-program pemerintah, Inspektorat menjadi pilar
vang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan
program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Tahun 2024 adalah tahun ke-2 pelaksanaan Renstra Inspektorat Kota
Cimahi Tahun 2023-2026.

Inspektorat Kota Cimahi sebagai pengawas internal memiliki
karakteristik yang spesifik sebagai alat dalam organisasi Pemerintah Kota
Cirnahi yang menjalankan fungsi penjaminan kualitas (quality assurance).
Pengguna laporan pengawas internal adalah manajemen puncak
Pemenntah di Daerah, vaitu Wali Kota Cimahi. Dalam pelaksanaan tugas
pokok, Inspektorat harus memiliki dan menggunakan prosedur vang jelas.
kegiatan pemeriksaan bersifat pra pemeriksaan (pre-audit) atau sepanjang
(build-in) proses kegiatan berlangsung. Fungsi pemeriksaan vang dilakukan
iebih banyak bersifat pembinaan dan dalam prakteknya memberikan saran
dan pertimbangan kepada Wali Kota Cimahi, namun tidak berwenang
untuk menghakimi maupun menindal.

Untuk menjalankan peran strategis dan tugas administratif
pengendalian intern Pemerintah Daerah Kota Cimahi tersebut, Inspektorat
Kota Cimahi menuangkan rencana pelaksanaan dan pengembangan tugas
pokok dan fungsinva dalam dokumen perencanaan lima tahunan atau

Rencana Strategis, yang disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan




Jangka Menengah Daerah (RPJMD| Kota Cimahi, serta mendukung
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN].

Untuk mencapat tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kota
Cimahi, Inspektorat sebagal Pembina dan pengawas daerah mengemban
Visi dan Misi Wali Kota Cimahi.

Visi Kota Cimahi Tahun 2023-2026: * Cimahi Kota Cerdas”.

Perjelasan:

Creative mengandung pengertian dapat berkreasi dalam bentuk aslinya
serta produktif.

Egalitarian mengandung pengertian bahwa memandang kesamaan
derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang
berkembang di negara kita.

Religious mengandung pengertian sifat kota yang agamis mengamalkan
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen

Developable mengandung pengertian sebagal kota yang berkemampuan
kompetitif untuk dibangun.

Accretive mengandung pengertian sehagai kota vang memiliki nilai tambah
untuk terus maju dan berkembang.

Sustainable adalah tercapainya kota vang dapat mencukupi kebutuhan

warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi “CIMAHI KOTA CERDAS" adalah mewujudkan
kota vang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul, serta
dapat mengambil kesempatan menjadi kota vang unggul, berbekal pada
pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang
demokratis, serta didukung masvarakat vang religius akan berdaya saing
untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju

kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yvang lebih baik




Untuk mencapai visi pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi
tersebut, Inspelitorat sebagai pembina dan pengawas daerah mengemban
misi ke-2 Kota Cimahi, vaitu:

Misi Dua : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan misi tersebut vakni dengan
meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat,
meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan vang
serasi antar legislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik
yang lebih demokratis dan konsistensi dalam penegalan hukum. Selain itu
hal mendasar vang menjadi kewajiban adalah pengarusutamaan
paradigma sebagai pelayan publik, peningkatan efektivitas dan
akuntabilitas kegiatan pemeriniahan daerah sehingga tercapai
pelaksanaan fungsi-fungsi pelavanan birokrasi dan penanggulangan

korupsi.

2.2 Arah Kebijakan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026,
arah kebijakan untuk misi ke 2 {dua) vang diampu oleh Inspektorat Kota
Cimahi Tahun 2023 - 2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Tajuan RPD:
Meningiatkan Tata Kelols Pemerintaban

Meningiatioan | Menmngkatmysa Berunglaran
Tata Kelola Kuslitas Fualitas Hasil | kendali matu
Pemerintahan | Pengawasan | Pengawazan | pangawasan
pengawalan
reformas
birckorasi,
primtin
Kapabhilitas APIP
Kunlitas dan kualitas loualitas lsyanan
Inovasi pelayanan | administrasi
Pelayanan pemuyang | pemerintahan
Pubklike urusan dasyah

Gambar 5. Visi, Misi, Tujuan, S8asaran dan Arah Kebijakan
Inspektorat Kota Cimahi berdasarkan RPJMD
Kota Cimahi Tahun 2023-2026
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2.3 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Tahun 2024

Dalam Rencana Sitrategis [nspektorat Tahun 2023-2026 telah
ditetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja. Penetapan tujuan dan
indikator tujuan berdasarkan pada sasaran dan indikator sasaran pada
matriks RPJMD, vaitu pada penjabaran Misi ke-2.
Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Kota Cimahi
tahun 2024 diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024

Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024,

| Target Target
Indikator | Indikator Indileator Indikator
- Tujuan Tujuan i Sasaran Sasaran
2024 2024
Meningkatkan | Indeks 60,75 (B | Basaran 1 Persentase 2%
tata kelola Reformasi Meningkatnya | Peningkatan
Pemerintah Birokras] Kualitas Ketaatan
Dacrah | Pengawasan Terhadap
Peraturan
| Perundang-
I Undangan
‘| Milal Level 3
I Matiiritas
SPIP
Sagaran 2 Nilai Evaluasi A0,54
Meningkainya | BEeformasi
Kualitas dan Birokrasi
Inovasi Perangloat
Pelayanan Daerah
Publik

| DR SR TR 1 S T R AR

Untuk mendukung upava pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pada
Inspektorat Kota Cimahi, maka harus disusun program yang selaras
dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun target
kinerja program Inspektorat Kota Cimahi untuk tahun 2024 adalah sebagai

berilkut:
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Tabel 5. Target Program dan Indikator Program

Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024

8 Indi g Program Indikator Target
Sasaran 1 Persentase Penyelenggaraan sleatan 97.29% |
Meningkatnya Peninglkatan | Penigawasan Persentase Hasil
Kunlitas Ketaatan Terhadap Pengawasan
Perigas asan Peraturan

Perundang-
undangan
Nilai Maturitas Program Peninghkatan Level 3
| BPIP Perumusan Kapabilitas Apip
Kebiiakan,
Pendampingan
dan Asistensl
 Sasaran 2 Nilai Evaluasi Program Nilal SAKTP A
Meningkatnya | Reformasi Penunjang lingkung
Kualitas dan Birokrasi Urisan Perangikst
inovasi Perangkatl Daerah | Pemerntah Dmerah
- Daerah : =
::ﬁ:ﬂ o . Indeks Kepunsan BO 2T
| Masyarakat
Indeks 75,59
Profesionalitas
ASN

Kegiatan dan Indikator Kegiatan Tahun 2024.
Rencana HKerja Inspektorat Kota Cimahi tahun 2024 meliputi

pelaksanaan 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dengan uraian

sebagai berikut:

Tabel 6. Target Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024

Pengawasan

Tujuan Tertentu

Dengan

I'.iﬂ'l.ﬁﬂ.{'li HJJ.'JHJ"I- TEreniu VEIg
dilaksanakan scsuai PRPT

Program | Kegiatan Indikator Kegiatan Satuan Target
FRagwm Poul LEE s b — - . e St
Regiatan Penyelenggaraan | Jumiah keglatan pengawasan | Keglatan 25
Pengawasan [nternal mternal vang dilaksanakan ,

sesual PEPT
Kegiatan Prny-ci;:nggan‘&ﬂn 5 Jumlah kegiatan pengawasan Kegiatan &




Program Perumusan Hebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan Perumusan Juminh dokumen perumusan | Dokumen 2
Kebijakan Teknis di Bidang | kebijakan teknis di bidang I
Pengawasan dan Fasilitasi | pengawssan dan fasilitasi yang
Pengawasan dihasillkan
Kegiatan Pendampingan Jumlah kegiaten pendampingan | Kegiatan 18
dan Asistensi dan asistensi vang dilaksanakan
seslial PRPT
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan Perencanaan, | Jumlah dokumen Perencanaan Dokumen 13
Penganggaran dan Evaluasi | dan Evaluasi Kinerfa Perangkal
Kinerja Perangkat Daerah Dacrah vang sesusad ketentuan
Kegiatan Administrasi Jumlah Laporan Administrasi Laporan 18
I Heuangan Perangkat Kedangan yang tepat wakiu
| Dacrah
| Kegiatan Administrasi Jumlah bulan penyediaan Bulan 12
Umum Perangkat Daerah administras umum
Kegiatan Pengadaan Jumtah unit Barang Milik Daerah | Unit 2
Barang Milik Daerah vang diadakan
Penunjang Urusan
Pemerintah Dacrah
Kegiatan Penvediaan Jasa Jumilah Bulan Penyediaan Jasa Bulan 12
Penunjang Urusan Penunjang urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah Daerah
Keglatan Pemeliharaan Jumiah bulan pemeliharaan Bulan 12
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
| Penuniang Urusan
Pemerintah Daerah
Kegiatan Administrasi Jumlah ASK vang meningkat Orang s
Kepegawaian Perangkat kapasitasnya melalul pelayanan
Daerah administrasi kepegawatan

2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Cimahi termuat dalam
dokumen Rencana Strategis sebagaimana telah ditetapkan. Indikater
Kinerja Utama Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 sebagai berikut:




Tabel 7. Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Kota Cimahi Tahun 2024
No Indikator Kinerja Satuan  Target
| Persentase Peningkatan Ketaatan
1 | Persen 5
! Terhadap Peraturan Perundang-undangan
Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Kota -
2 Nilai 3,02
Cimahi
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi : 3
3 Nilai 80,54
Inspektorat

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK] adalah lembar dokumen yang bensikan
perugasan dari pimpinan instansi (top level manager] kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah (middle level manager), untuk melaksanakan
program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalw
perjanjian kinerja, terwujud komitmen untuk melaksanakan kinerja yang
terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar penyusunan
Perjanjian Kinerja bagi pejabat eselon 2, yang kemudian dijabarkan dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bahan penyusunan Eencana Kerja
(RENJA) Inspektorat Kota Cimahi. RENJA tersebut dijadikan acuan dalam
mewujudkan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja vang ingin
dicapai pada tahun 2024, Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian

tujuan, maka dijabarkan dalam sasaran beserta indikatornya.
Matriks Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024
dijelaskan dalam tabel 8.




Tabel B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
| F:ersentas: Peningkatan .
, Ketaatan Terhadap coi |
Meningkatnya Peraturan Perundang- .
1 | kualitas Undangan
asarn :
R Nilai Maturitas SPIP
x 3 3,02
Terintegrasi
Meningkatnya o :
2 | Kualitas Inovasi :::‘I Evﬂ.“?::‘ H;':':;?Hm 80,54
' | Pelayanan Publik P

Penetapan target kinerja tingkat eselon 11 mengacu pada [RKU yang
telah ditetapkan Wali Kota Cimahi dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Penvusunan Perjanjian Kinerja di tingkat eselon |l disusun berdasarkan
program dan indikator kinerja program pada keselarasan sasaran, program
dan kegiatan Inspektorat.

Anggaran Belanja Inspektorat pada Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk
mencapai sasaran Inspektorat schesar Rp. 15.873.668.128,- (Lima Belas
Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh
Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Untuk mencapai target sasaran Inspektorat Kota Cimahi, maka

disusun program dengan alokasi anggaran Tahun 2024 yang diuraikan
dalam tabel 9.




Tabel 9. Program dan Anggaran Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024

No | PROGRAM ANGGARAN (Rp)
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan 11,551,842.437
Daerah Kabupaten/Kota
2 | Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.253.267.128
Program Perumusan Kebijakan, | 3.068.558.563
| Pendampingan dan Asistensi
; Jumlah 15.873.668.128

Sebagai gambaran dalam pencapaian akuntabilitas kinena
Inspektorat Kota Cimahi, dari Hasil Evaluasi LKIP Inspektorat Kota Cimahi
Tahun 2023 yang dikeluarkan pada Bulan Mei 2024, diperoleh nilai 83,55
dengan predikat A.

Evaluasi Altuntabilitas
Kinerja Internal

Nilai Hasil Evaluasai

Tingkat Akuntabilitas
Hineria

Gambar 5. Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2023

Rekomendasi untuk perbaikan kinerja Inspektorat Kota Cimahi dan
tindak lanjut vang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Pedoman Teknis berupa SOP/Juknis tentang Perencanaan
Kinerja, Evaluasi Internal AKIP, Pengumpulan, Pengukuran sampai
Pelaporan Kinerja,

Menyusun dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
Monitoring terhadap target kinerja secara periodik (triwulanan),




Meningkatkan monev kinerja berkala dengan menyusun rencana aksi
kinerja terhadap capaian kinerja.

Melakukan reviu LKIP secara berjenjang,

Meningkatkan kontribusi pimpinan dalam memberikan arahan dan

memantau reviu LKIP secara berjenjang.

Menyvusun dan menyampaikan laporan, 2 bulan setelah  tahun
anggaran berakhir dan mempublikasikannya pada masyarakat melalui
laman pemerintah Kota Cimahi.

Melakukan analisa terhadap hambatan dan menentukan solusi dalam
bentuk langka-langkah nyata.




BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Inspektorat Kota Cimahi dalam melaksanakan program dan
kegiatannya mendukung terhadap Pencapaian Misi ke-2 dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Cimahi, vaitu: *Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik™ Tujuan RPJMD Kota Cimahi Vang
berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Cimahi
Tahun 2024 adalah Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan
Perundang-undangan, Nilai Maturitas SFIP Terintegrasi, dan Nilai Evaluasi
Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Capaian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 merupakan
pencapaian dari indikator-indikator sasaran strategis selama tahun 2024,

Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi

dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun capaian kinerja
Inspektorat Kota Cimahi pada tahun 2024 sebapgai berikut:
Tabel 10. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024

1 | Meningkatnva Persentase 2% 3.21% 64,2%
Kualitas Peningkatan
Pengawasan | Ketaatan
| Terhadap
| Peraturan
:. P‘EI‘I.I.I'H!.EIIIE— |
| undangan :
Nilai Maturitas | 3,02 3,065 101,
SFPIP
Terintegrasi |
' 2 | Meningkatnya Nilai Evaluasi | 80,54 83,65 103,86%
Kualitas dan Reformasi
Inovasi Pelavanan | Birokras:
Publik Perangkat
Dacrah

i i




Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan pencapaian target sesuai

indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Perubahan

Tahunan dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024,

Tabel 11. Rata-Rata Capaian Kinerja Inspektorat
Kota Cimahi Tahun 2024

1 | Meningkatnya | Persentase 5% | 3.21% 64, 2% TLHP BPK
| kualitas peningkatan ‘ RI Tahun
pengawasan | ketaatan 2023 dan |
| terhadap | | Tahun
peraturan , 2024
perundang- '
, undangan | | J
| . i — : e
| | Nilai 3,02 3,065 101,49% | BPKP
‘ | Maturitas '
| bl i 1
| 2 | Meningkatnya | Nilai | BO,54 | 83,65 103,86% | Penilaian
| kualitas dan | Reformasi | 5 Mandiri
| inovasi ! Birokrasi . Reformasi
pelayanan Perangkat | Birokrasi

. | publik Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengawasan

3.1.1 BSasaran Strategis 1:

(Indikator Kinerja 1)

Indikator Kinerja 1 :

Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan

Perundang-Undangan

1. Target dan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan
Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun
2024.

Laparan Kinerja inspektorat Kota Cimati Tahun 2024 .




SASARAN STRATEGIS ; Capaian 2024

Meningkatnya Kualitas Pengawasan

INCIKATOR SASARAN STRATEGIS

I B3RS Iﬂ-"'- I BT E-—E. ] l.ﬂa‘al 1

Terhadap Peraturan Perundang- Targa! Realis E:ir.
Undangan ' E"-"n 3949
K, 3 a

Gambar 7. Target dan Realisasi Kinerja Persentase
Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan Tahun 2024

Indikator pertama untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis
Meningkatnya  Kualitas Pengawasan  adalah Persentase
Peningkatan ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
Formulasi Pengukuran Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan diperoleh dar Selisth Persentase Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP] BPK RI Tahun 2024 dengan
Tahun 2023, Persentase TLHP BPK Rl terhadap Kota Cimahi Tahun
2023 sebesar 81,3% (Sumber: LKIP Inspektorat Kota Cimahi Tahun
2023) dan Persentase TLHP BPK Rl Tahun 2024 sebesar 84,.51%
(Sumber: Fortal Auditee Badan Pemenksa Keuangon Republik
Indonesia TLHP Pemkot Cimahi Tahun 2024 Semester I}, Sehingga,
Persentase peningkatan Ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan adalah 84,51%-81,3%= 3,21%.

Target  Indikator kinena Persentase Peningkatan Ketaatan
Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 adalah 5%,
sedangkan realisasi Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap
Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 adalah 3,21%,

¥



sehinggs capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan
Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024
sebesar = {3,21%/ 5%*100% = 64,2%.

Untuk persentase TLHP BPK Rl terhadap Kota Cimahi Tahun 2024

masih dimungkinkan naik, karena masih dalam proses telaahan
BPK RIL

SUB ASPEK PEMBANGUNAN (2]

MENERAPCAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DA BAIK

(. Ratio peryeiesaian Tirdak (ajof Hasd Pernerissan intermat dan Bestens!

T T e L Ll e T ae LM

Sumber ; Inspektorat Kota Cimahd Tahun 2024 dan SIPTL BPK RI
Gambar B. TLHP BPK RI Semester [ Tahun 2024




2. Perbandingan Realisasi HKinerja serta Capaian Kinerja
Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan Tahun 2024 dengan Tahun 2023,

SASARAN STRATEGIS -
Menmgiatmya ualtzs |8 {;apajan 2024

Pergawasan

R el

NS B 64 2[?
STRATEGIS : : ] 0

Pervenzce Penio s
Ketaztan Tarkadan Pt Tagel  Resfess
Fersndarg:Undingan W

Gambar 9. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Realisasi Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan jika dibandingkan dengan realisasi tahun
2023, terdapat penurunan sebesar 2,49. Penurunan ini cukup
signifikan dan merupakan catatan penting yang akan
ditindaklanjuti  oleh Inspektorat Kota Cimahi dalam
melaksanakan program kegiatan pada tahun tahun 2025,
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3. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan
Hetaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun

2024 dengan Target Akhir Periode Renstra 2023 - 2026.

SASARAN STRATEGIS :

Weningratnya Kijabtas

Capaian 2024

Pengawasan B Purbandinnan Reatisas) Kinadta 3

4,20 [ oo

PNDIGATOR SASARAN

| Target 206 Capaian lerhacag Renstra
STRATEGES : ™ 1605

Tt Raalisas

Feiestiae Pendpiatai
guatdn ﬂ T

keamten Tethadag Peraturan
I Ferundang-Unsangan I

Gambar 10. Perbandingan Indikator Kinerja Persentase
Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan dengan Target Akhir Periode Renstra 2023-2026

Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan dipercleh dan Selisih Persentase Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) BPK Rl Tahun 2024 dengan Tahun 2023
Jumlah tahun dalam Renstra 2023-2026 adalah 4 {empat) tahun.
Target kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap
Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Renstra 2023-2026
untuk setiap tahunnya adalah (100% [ 4 = 25%),

Sementara target indikator Persentase Peningkatan Ketaatan
terhadap Peraturan Perundang-Undangan pada akhir periode
Renstra 2023-2026 adalah sebesar 20%,

Dari gambar 10 di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Persentase

Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Tahun 2024 terhadap target Renstra 2023-2026 hanva sebesar
16,05%. Capaian kinerja 16,05% lebih rendah dari target minimal
capaian kinerja tahun kedua Renstra 2023-2026, vaitu 25%.
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Penurunan pencapaian ini disebabkan antara lain oleh:

a. Kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi APIP Inspektorat
Kota Cimahi dalam melaksanakan Pendampingan Pemeriksaan
BPFK Rl kepada Perangkat Daerah [Auditee].

b. Kurang optimalnva pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

c. Kurang optimalnya pengendalian penyvelengggaraan
Pengawasan Internal, vang meliputi: Pengawasan Kinerja;:
Pengawasan Keuangan; Reviu Laporan Keuangan; Reviu
Laporan Kinerja Perangkat Daerah; dan Penanganan
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

4. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Peningkatan
Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun
2024 dengan Standar Nasional

SASARAN STRATEGE ;

Weernigkatnys Kuaitas

Perganatan

INDIKATOR SASARAN
STRATERS :

Perientase Feningiatan

Ketaatan Terhadap Pesaturan Targel  Reaisag

Peruncang-Undarga W un

Gambar 11. Perbandingan Indikator Kinerja Persentase
Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan dengan Standar Nasional




Indikator kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap
Peraturan  Perundang-Undangan diperoleh dari  Selisih
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI
Tahun n dengan Tahun n-1. Indikator ini tidak ada dalam target/

Standar Nasional.

5. Analisis Penyebab Kegagalan Capaian Indikator Persentase
Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEGAGALAN

T i Sty o
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Gambar 12. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kegagalan
Indikator Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap
Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi indikator kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan
Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 adalah

sebesar 3,21%. Realisasi ini lebih rendah dari target vang telah

Ly




ditetapkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun
2024, vaitu sebesar 5%,

Penurunan ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain:

Telaahan BPK yang masih belum selesai dilakukan. sehingga
realisasi TLHP BPK tahun 2024 belum dikeluarkan oleh BPK.
Realisasi ini didasarkan pada realisasi capaian tahun 2024
semester |. Hal in1 dapat mempengaruhi nilai dari Persentase
Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan vang dihitung berdasarkan Selisih Persentase
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Tahun 2024
dengan Tahun 2023,

* TLHP BPK RI didasarkan pada hasil pengawasan BPK Rl vang

tertuang dalam bentuk hasil temuan dan rekomendasi BPK
untuk ditindaklanjuti. Sementara jumlah penvelenggaraan
pengawasan BPK Rl di setiap tahunnya sulit untuk diprediksi,
karena pengawasan dari BPK tergantung dari mandatory vang
diberikan kepada BPK RI, sehingga hal ini akan
mempengaruhi jumlah temuan dan rekomendasi vang
dihasilkan. Untuk itu pada dasarnya TLHP BPK disetiap
tahunnya tidak dapat diperbandingkan karena jumlah
ternuan dan rekomendasi akan berbeda disetiap tahunnya
tergantung dar mandatory yang diberikan.

Selain itu, Penurunan Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan

Perundang-Undangan juga dipengaruhi oleh pengendalian

penyelenggaraan pengawasan, baik pengawasan internal

maupun pengawasan dengan tujuan tertentu (gambar 12).

Kondisi ini diperlihatkan dari adanva penurunan realisasi

persentase hasil pengawasan tahun 2024, vaitu sebesar 13,29%
atau realisasi sebesar 84% dari target 97 29%. (Lampiran ).




Penurunan kualitas pengendalian penyelenggaraan PEngawasan
[nternal disebabkan oleh:

Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan [Audit,
Pemeriksaan, Reviu, Monitoring, Evaluasi) internal oleh APIP
Inspektorat kota Cimahi yang meliputi: Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah
Daerah, Reviu laporan keuangan, Reviu laporan kinera,
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
BFK Rl dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. Hal ini
disebabkan karena banyaknya penugasan vang dilakukan
bersamaan sementara jumlah SDM APIP terbatas. Selain itu
adanya beberapa penambahan kegiatan pengawasan dimana
laporan pengawasan vang dihasilkan tahun 2024 sebanvak
433 Laporan, naik sebesar 46,6% dari tahun 2023,
Penambahan berasal dari kegiatan reviu 85 laporan, monev
37 laporan dan evaluasi 42 laporan.

Sementara untuk  penurunan  kualitas  pengendalian

penyelenggaraan  pengawasan dengan tujuan  tertentu
disebabkan oleh:

Belum optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan
Dengan Tujuan Tertentu (Penanganan Penvelesaian Kerugian
Negara/Daerah, Pengawasan dengan Tujuan Tertentu),
dimana kurangnya kontribusi Aparatur Sipil Negara maupun
Masyarakat terkait pengaduan. Hal ini terlihat dari Belum
optimalnya tindak lanjut temuan BPK Rl oleh Peranpgkat
Daerah. Selain 1tu Masih ada temuan BPK RI tahun-tahun
sebelumnya yang sulit untuk ditindak lanjuti karena banyak
faktor. Dhantaranya Orang vang bertanggung jawab sudah

meninggal, purna tugas, ataupun mutasi, adanya perubahan
Organisasi Perangkat Daerah sehingga sulit untuk
menentukan Perangkat Daerah Mana vang bertanggung




jawab; kesulitan melacak pihak ke-3 vang bertanggung jawab;
dan Ketidakmampuan membayar temuan.

* Masih adanya rekomendasi vang belum ditindaklanjuti oleh
Perangkat Daerah, khususnya rekomendasi Pembangunan
Zona Integritas di 6 (enam) Perangkat Daerah yang
didampingl dan dievaluasi oleh Tim ZI Kota Cimahi.

* Program Kega Pengawasan Tahunan (PKPT] vang tidak
berjalan sesual jadwal wvang telah direncanakan dan
ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Cimahi,

Faktor lainnya wvang mempengaruhi penurunan realisasi

Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Perundang-

Undangan adalah:

= Kurangnva jumlah personil APIP Inspektorat Kota Cimahi,
Kekurangan Auditor sebanyak 43 orang (Data berdasarkan
Surat BPKF, 26 Oktober 2021, NomorS-1057/K/JF/202]).
Kekurangan PPUPD sebanyak 32 orang (Data berdasarkan
Surat Sekretans Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri
Republk  Indonesia, 9  November 2022, Nomor:
800.1.2.1/3113/1J). Hal ini menvebabkan kurang optimalnya
Inspektorat dalam menjalankan fungsi penjaminan kualitas
(quality assurance|, meliputi kegiatan pengawasan (Audit,
Pemeriksaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi] dan
pendampingan  kepada Perangkat Daerah. Kegiatan
pengawasan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh APIP
berkontribusi terhadap Persentase Peningkatan Ketaatan
Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Berikut adalah alternatif solusi vang telah dilakukan dalam
upava pencapaian target kinerja Persentase Peningkatan

Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun
2024




Telah dilaksanakan Pendampingan Pemeriksaan BPK Rl oleh
APIF Inspektorat Kota Cimahi dalam upayva peningkatan
tindak lanjut hasil pemerksaan BPK RL

Telah dilaksanakan monitoring secara berkala triwulanan
kepada Perangkat Daerah oleh APIP Inspektorat Kota Cimahi
dalam upaya peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan
BPK RI.

APIP Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan koordinasi
dan komunikasi vang efektif dengan BPK Rl serta Perangkat
Daerah dalam pendampingan tindak lanjut hasil pemeriksaan
BFK RI.

Tahun 2024 telah dilakukan penambahan Auditer dan P2ZUPD
melalul seleksi penerimaan CPNS, Akan tetapi CPNS vang lolos
seleksi akan mulai bertugas pada tahun 2025.

Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan kegiatan
pendampingan dalam proses pemeriksaan BPK RI. Peran
Inspektorat dalam  kegiatan  pendampingan adalah
memfasilitasi BPFK dengan Perangkat Daerah vang menjadi
objek pemeriksaan terkait dengan data-data yang dibutuhkan.
Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan Monitoring dan
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Rl dan Tindak
Lanjut hasil Pemeriksaan APIF kepada Perangkat Daerah.
Berkoordinasi dengan BPK RI serta dengan BKPSDMN untuk
mendapatkan data-data SK Pensiun Menelusuri data SK, lalu
diinput di system SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak
Lanjut).

APIF Inspektorat Rota Cimahi telah berkoordinasi dengan
Sekretaris Daerah Kota Cimahi untuk menentukan Perangkat
Daerah vang harus bertanggung jawab dalam menindaklanjuti

Demuan.
Telah dilaksanakan kepatan pengawasan (Audir,
Pemeriksaan, Reviu, Monitoring, Evaluasi) internal oleh AFPIP




Inspektorat kota Cimahi vang meliputi: Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah; Pengawasan Keuangan Pemerintah
Daerah; Reviu Laporan Keungan; Reviu Laporan Kinerja,
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Rl dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP,

* Telah dilaksanakan Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu, meliputi: Penanganan Penyelesaian Kerugian
Negara/Daerah dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu)
yvang berjalan dengan baik sesuai dengan Program Kera
Pengawasan Tahunan (PKPT).

6. Analisis Program yang Menunjang Indikator Kinerja Persentase
Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan
Berikut adalah analisis program, kegiatan, dan sub kegiatan vang
merupakan faktor-faktor yvang mempengaruhi dalam pencapaian
target kinerja sasaran Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap
Peraturan Perundang-Undangan dalam menunjang pencapaian

sasaran strategis Meningkatnva Kualitas Pengawasan,

Tabel 12. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang
Menunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja
Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan Tahun 2024

Program
Penyelenggaraan | Pengawasan
Pengawasan Hars ! | =
Kegiatan wiumiah kegqiatan | keqiatan | 23 25 o |
Fenyelenggaraan | penguioGsan
Perngauasan irterrel peeng
fntermnl | difrksanakon
| sesuai PKPT = .
| Sub Kegiatan | Jumlah Laporan laporan 30 an 100% |
Pengawasan Hasil Pengawasan |
Kinerja Kinerja ;
Pemerintah | |
| Daerah e -




Suh Kegiatan Jumlah Laporan laporan 3 5 100%
Pengawasan Hasil Pengawsasan
Keuangan Keuangan
Pemerintah Pemerintah Daerah
| Daecrah .
| Sub Kegiztan Jumiah Laporan laporan 30 ao 1005
Reviu Laporan Hasil Reviu
Kinerja Laporan Kinerja
Sub Kegiatan Jumbah Laporan laporan 30 30 1005
Reviu Laporan Hasil Reviu
| Keuangan Laporan Keuangan
Sub Kegiatan Jumlah dokumen | dokumen 12 12 100%
Monltoring dan hasil monitoring
Evaluasl Tindak dan evaluasi tindak
Lanjui Hasil Ianjut hasil
Pemeriksaan BPK | pemeriksaan BPK
Rl dan Tindak Rl dan tindalk
Lanjut Hasil lanjut heasil
_Pemeriksaun APIP | pemeriksaan APIP
Kexplation Jiumlieh Kegiatan kegiaton g g I
FPenyelenponrman perypeasarn devgan
Pengarazan tujuan terfentu yang
Dengan  Thfucen dilaksamakarn sestef
Terteritu PEPT
Sub Kegiatan | Jumlah Laporar laeporan 4 3 100%, |
Penanganan FPenyelesaian
Fenyelesaian Rerugian
Keruglan MNegara, Dacrah vang
MNegara/ Dasrah ditarygani =—
Sub Kegiatan Jumlah Laporan Hasd | laporan 5 B 100
Pengawasan Dengan | Pengawasan Dengan

| Tujuan Terdenia

Tujuan Tertentu

Analisis Program atau Kegiatan yang mempengaruhi dalam

Pencapaian

Sasaran

Strategis

Meningkatnva

Kualitas

Pengawasan melalui Peningkatan Ketaatan terhadap Peraturan

Perundang-Undangan:

1. Program penyelenggaraan pengawasan, terdin dari: Kegiatan

penyelenggaraan pengawasan internal dilaksanakan sesuai

dengan PKPT. Kegiatan Pengawasan Total menghasilkan 453
Laporan Hasil Pengawasan dar 30 Perangkat Daerah, Dengan

rincian: Laporan Audit 11

Laporan, Reviu 268 Laporan,

Monitonng 55 Laporan, Monev 42 Laporan, Evaluasi 73

Laporan, Lainnya 6 laporan.




2. Belum optimalnya Kegiatan Reviu Laporan Keuangan, Reviu
RKA Murni dan Perubahan, Reviu Standar Harga, Reviu LPPD,
Reviu Renja, Reviu RPJMD, Reviu Manajemen ASN, Reviu
Pelayanan Publik, Monitoring Inflasi, Monitoring PPPDN,
Monitoring TLHP BPK dan APIP, Penyusunan PKPT Tahun
2025, Bimtek dan Pendampingan kepada 30 Perangkat Daerah
menjadi faktor yang menghambat pencapaian sasaran strategis
meningkatnya kualitas pengawasan.

3. kepatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dilaksanakan
dengan baik dan optimal meliputi: Probity Audit terhadap 5
pekerjaan strategis: Pemeliharaan Gedung Dinas Keshatan,
Penataan Lapangan Cibaligo, Pemasangan Jaringan Pipa dan
Sambungan Rumah (SPAM Cimahi Utara) (DAK), Pemeliharaan
Berkala Jalan Sekolah, Pemeliharaan Berkala Jalan Ria.

4, hegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Pedoman, vaitu
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2020,

5. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dilaksanakan setiap
tmwulan dengan target dapat menindaklanjuti hasil
pengawasan . Inspektorat Kota Cimahi, Inspektorat Provinsi,
dan BPK RI (Berikut adalah hasil TLHP Kota Cimahi.

6. Tahun 2024: TLHP Inapektorat Kota 84%, TLHFP Inspektorat
Provinsi Jawa Barat 94,79%, TLPH BPK Rl B4,51%.

Upaya Perbaikan Indikator Persentase Peningkatan Ketaatan
Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025

Upaya perbaikan vang akan dilakukan untuk mengakselerasi
indikator kinerja Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 13. Upaya Perbaikan Persentase Peningkatan
Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Tahun 2025

Upaya perbaikan vang dilakukan di tahun 2025 diatas
merupakan upaya lainnya selain dari upaya yang telah dilakukan
di tahun 2024. Upaya perbaikan yang akan dilakukan tahun
2025 adalah:

* Melakukan rencana perubshan target indikator sasaran
strategis di rencana kerja perubahan tahun 2025
menyesuaikan dengan RPJMD vang baru, dimana target
Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan akan diukur berdasarkan persentase
tindaklanjut rekomendasi APIP internal oleh perangkat
daerah.

* Terwujudnya Perangkat Daerah vang mendapat predikat
Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani melalui upaya pendampingan, asistensi dan

evaluasi lebih intensif,
* Dengan adanya penambahan APIP di Inspektorat Kota
Cimahi, diharapkan dapat mendukung optimalisasi




pengendalian  penyelenggaraan  pengawasan  melalui
optimalisasi kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal
dan pengawasan dengan tujuan tertentu.

* Replikas: Aplikasi Sistem Pengawasan diharapkan dapat
mulai disosialisasikan ke perangkat daerah.

* HKoordinasi lebih intensif dengan perangkat daerah dalam
pemenuhan tindaklanjut rekomendasi melalui pembinaan
setiap triwulannya oleh para pemegang sektor di Inspektorat
Kota Cimahi, sehingga kehadiran Inspektorat Kota Cimahi
dapat lebih dirasakan oleh perangkat daerah di Kota Cimahi.

3.1.2 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan
(Indikator Kinerja 2)

Indikator Kinerja 2 :

Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi

1. Target dan Realisasi Kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi
Tahun 2024

Capaian 2024

101,49%

SASARAN STRATEGIS ;
Meninghkatniva Euslitas PECIE U WA

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS - i
Milal Maturitas SPIP Terintegras i T airgest B naiizagi

3.02 3,065

Gambar 14. Target dan Capaian Indikator Nilai
Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024

Indikator kedua untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis
Meningkatnya kualitas pengawasan adalah Nilai Maturitas SPIP
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Terintegrasi. Nilai Maturitas SPIP Kota Cimahi Tahun 2024 adalah
3,065 (Sumber: Hasil Penilainn BPKP Perwakilan Provinsi Jauwa
Barat melalui Surat No: PE.09.03/LHP-792/PW10/3.1/2024,
tanggal 27 Desember 2024, Hal: Laporan Hasil Evaluasi Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada
FPemerintah Kota Cimahi Tahun 2024). Target Indikator Kinerja Nilai
Maturitas SPIP Kota Cimahi Tahun 2024 adalah 3,02. Realisasi
Milai Maturitas SPIP Kota Cimahi Tahun 2024 adalah 3,065.
Sehingga, capaian indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP Kota
Cimahi Tahun 2024 sebesar = (3,065/3.02)*100%= 101,49%.

Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kota Cimahi dengan nilai 3,065
merupakan nilai yang memenuhi karakteristik Terdefinisi, Kondisi
ini menunjukan kondisi vang lebih baik dan mengindikasikan
bahwa Pemerintah Kota Cimahi telah mampu mengelola kinerjanya
dengan baik, mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan
targetnva serta telah mampu menvusun strategi pencapaian
kinerja berupa program dan kegiatan vang efektifl dalam upava
pencapaian target kinerja tersebut.

Realisasi ini didasarkan dan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 13. Level, Interval Score dan Intepretarsi Tingkat
Maturitas SPIP

0 Belum Kurang dari 1,0
1 Rintisan 1,0 5 score < 2.0
2 Berkembang 2.0 < score =< 3.0
3 Terdefinisi 3.0 < score < 4,0
e Terkelola & terukur 4.0z score< 4.5
5 Optimum 4.5 score< 5
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2. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Maturitas SPIP

Terintegrasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS : Capaian 2024
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Gambar 15. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Maturitas
SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Realisasi Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024
mengalami kenatkan dari Tahun 2023, Kenaikannya sebesar
0,045 poin. Nilai Maturitas SPIP Kota Cimahi Tahun 2023 sebesar
3,02. Kemponen Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi terdin dari
3, yaitu: Penetapan Tujuan; Stuktur dan Proses; dan Pencapaian
tujuan. Walaupun terdapat kenaikan, akan tetapi kenaikan ini
tidak cukup signifikan dan terdapat penurunan terhadap 2
komponen penilaian. Nilai komponen Penetapan tujuan tahun
2024 mengalami kenaikan dar Tahun 2023 (1,2}, vaitu menjadi
1,4, Nilai Komponen Struktur dan Proses mengalami penurunan
dari 00,8906 di tahun 2023, menjadi 0,885 di trahun 2024. Nilai
Komponen Pencapaian tujuan mengalami penurunan dari 0,9300
tahun 2023 menjadi 0,780 di tahun 2024,

Beberapa penurunan dalam indikator ini akan menjadi target

dalam upava pencapaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi di
tahun 2025,
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Upaya vang akan dilakukan salah satunya adalah:

Peningkatan intensitas koordinasi tim Penilai Mandiri SPIP
Inspektorat Kota Cimahi dengan Tim Penilai Maturitas SPIP
BPKF Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam pemenuhan
dokumen penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

Optimalisasi pelaksanaan kegatan perumusan kebijakan
teknis di  bidang pengawasan, kegiatan pendampingan
asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi, Kegiatan
koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi
pencegahan dan  pemberantasan korupsi, Kegatan
Pendampingan dan Asistensi dan verifikasi penegakan
integritas dilaksanakan sesuai PKPT dan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Maturitas SPIP
Terintegrasi Tahun 2024 dengan Target Periode Akhir
Renstra 2023-2026
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Gambar 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Maturitas
SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dengan Target
Periode Akhir Renstra 2023-2026




Target Nilai Maturitas SPIP pada Renstra Inspektorat 2023 - 2026
untuk tahun 2024 adalah 3,00 dan target pada akhir periode
adalah 3,00. Sementara realisasi Nilai Maturitas SPIP
Terintegrasi Tahun 2024 sebesar 3,065. Ini menunjukkan
bahwa, Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kota Cimahi telah
mencapai target sampai dengan akhir pericde Renstra 2023-
2026, Sehingga pencapaian target kinerja Nilai Maturitas SPIP
pada akhir periode Renstra 2023-2026 optimis akan tercapai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Maturitas SPIP
Terintegrasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional

SASARAN STRATEGHS : Capalan 2024
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Gambar 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Maturitas
SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk
mengimplementasikan SPIP  sebagai upaya memastikan
pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
SPIP,

BPKF diamanatkan untuk melakukan pembinaan dan
pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP pada seluruh
Kementerian/ Lembaga / Pemerintah Daerah. BPKP

O R e
i 1 b e H e L gy
- Y |




mengembangkan penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP
dengan melihat 5 aspek pengendalian vaitu: lingkungan
pengendalian, penilaian  risiko, kegiatan pengendalian,
komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian.

Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5, Semakin tinggi
nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan
SPIF yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP
dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.
Tingkat Terdefinisi (Level 3) menunjukkan bahwa organiasi
telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tidak
hanva mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan
largetnya saja, tetapi juga telah mampu menvusun strategi
pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan vang efektif
dalam upaya pencapaian target Kinerja tersebut,

Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada
seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah
menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan
risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja
organisasi, Namun demiluan, belum terdapat evaluasi terhadap
efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko
korupsi] tersebut. Hal tersebut berdampak pada masih adanva
tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efekrif,
masih adanva permasalahan yang tidak material dalam
pelaporan keuangan dan pengelolaan asset, masih adanya
ketidakpatuhan terhadap peraturan-perundang-undangan, dan

cukup tingginya risiko keterjadian korupsi. (Lampiran Peraturan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas SPIP
pada Kementenan/ Lembaga/ Pemerintah Daerah),




Dari gambar 16 diatas, terlihat bahwa Nilai Maturitas SPIP
Terintegrasi Kota Cimahi Tahun 2024 telah mencapai
Target/Standar Nasional, yvaitu pada Level 3 (Terdefinisi).

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja
Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 Serta Alternatifl
Solusi Yang Telah Dilakukan

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN

1
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Gambar 18. Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan
Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024

Realisasi indikator kinenga Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi
Tahun 2024 adalah sebesar 3,065. Realisas: ini lebih tinggl dari
target vang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Inspektorat
Kota Cimahi Tahun 2024, vaitu sebesar 3,02, Hasil ini didukung
oleh meningkatnva nilai Kapabilitas APIP Kota Cimahi sebesar
0,115 point. Dimana nilai Kapabilitas APIP Kota Cimahi pada




tahun 2023 adalah sebesar 3,02 (level 3) dan pada tahun 2024

menjadi 3,135 (level 3).

Faktor-faktor yang menyebabkan atau mendukung keberhasilan

realisasi kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024

adalah :

a. Optimalnyva kegiatan pendampingan dan asistensi melalui:
= Optimalisasi pelaksanaan pendampingan, asistensi,

verifikasi dan penilaian Reformasi pada seluruh Perangkat
Daerah di Kota Cimahi.

* Optimalnya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta
verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi,
melalul kegiatan: Sosialisasi anti korupsi dilingkungan
eksekutif, legislatif, penyelenggaran pemerintah daerah,
maupun pada masvarakat; adanya Tim Saber Pungli;
pelaksanaan kegiatan Survei Penegakan Integritas;
Pemantauan Pencegahan Anti Korupsi Terintegrasi;
Monitoring Center for Prevention (MCP), Hakordia.

*  Optimalnva pendampingan, asistensi, verilikasi
penegakan integritas pada seluruh perangkat daerah yvang
ada di Kota Cimahi melalui kegiatan: Pendampingan,
asistensi dan verifikasi Pembangunan Zona Integritas di 6
(enam) Perangkat Daerah; Peningkatan Kapabilitas APIP;
Cuality Assurance Penyelenggaraan Maturitas SPIP
Terntegrasi.

*  Optimalisas dalam pemenuhan area of improvement vang
menjadi penilaian Kapabilitas APIP.

b. Adanya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
melalui optimalisasi perumusan Kebijakan teknis di bidang
pengawasan, melalui Kegiatan :

* Penyelenggaraan Diklat Penilaian Maturitas
Penvelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2024 vang difasilitasi oleh
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[nepektorat Kota Cimahi dan bekerja sama dengan BPKP
Provinsi Jawa Barat. Adapun diklat dilaksanakan pada
tanggal 24 — 28 Jum 2024 dengan peserta sebanyak 74
Orang (2 orang/OPD). Tujuan dari diklat ini adalah agar
seluruh perangkat daerah di Kota Cimahi dapat
melakukan evaluasi dalam penyelenggaran sistem
pengendalian intern untuk mencapai efektivitas, efisiensi,
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
Negara.

* Dilaksanakannya Penilaian Mandiri oleh masing-masing
perangkat daerah, sehingga masing-masing perangkat
daerah dapat melakukan evaluasi atas penyelenggaraan
SPIP di perangkat daerahnya masing-masing.

+ Adanya komitmen dari seluruh perangkat daerah yang
ada di Pemerintah Kota Cimahi untuk pemenuhan atas
komponen, unsur dan sub unsur dalam penilaian
maturitas penyelenggaraan SPiP.

* Dukungan kebijakan berupa SK Wali Kota Cimahi Nomor
700/Kep.3315-Inspekot /2023 tentang Frogram Kerja
Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024

Berikut adalah alternatif solusi vang telah dilakukan dalam upaya

pencapaian target kinerja Nilai Maturitas SPIP Tahun 2024

a. Telah dilaksanakan koordinasi dan komunikasi yvang lebih
intens antara internal Tim APIP Inspektorat dalam
Pengumpulan dan Pemenuhan Dokumen Penilaian Mandiri
Maturitas SPIP.

b. Telah dilaksanakan koordinasi vang lebih optimal antara Tim
Penilai Mandiri Maturitas SPIP APIP Inspektorat dengan Tim
Penilai darn BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat

o, Telah dilaksanakan Diklat Maturitas Penyelenggaran
Maturitas SPIP Terintegrasi bagi seluruh Perangkat Daerah di
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Pemerintah Kota Cimahi dengan Narasumber darni BPKP
Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

d. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri
Maturitas SPIP bagi APIP Inspektorat Kota Cimahi dengan
Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

e. koordimasi dan komunikasi lebih intens dengan BFKP
Perwakilan Provinai Jawa Barat untuk peningkatan Level
Kapabilitas APIP Kota Cimahi.

. Telah dilaksanakan kegiatan perumusan kebijakan teknis
dibidang pengawasan.

g Telah dilaksanakan Kegiatan pendampingan, asistensi,
verifikasi, dan penilalan Reformasi Birokrasi.

h. Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring, dan
evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan
korupsi.

i. Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan, asistensi, dan
verifikasi penegakan integritas.

. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Capaian

Indikator Kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun
2024

Berkut adalah analisia program, kepiatan, dan Sub kegiatan
vang merupakan critical success factor atau faktor-faktor vang
mempengaruhi tercapainya target kinerja sasaran Nilai Maturitas

SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dalam menunjang sasaran

strategis Meningkatnva Kualitas Pengawasan.




Tabel 14. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang
Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran Nilai Maturitas SPIP

Terintegrasi Tahun 2024

Keglatan Jumlah dokumen 2 2 100%
Perumusan dokumen
Kebijalcan PEUTLISAT
Teknis di : kebijakan teknis |
Bidang | di hidarng |
Pengawasan pengawasan dan
dan Fasilitasi | [asilitasi yvang
Pengawasan | dihasilkan :
Sub Kegiatan | Jumlah rekomendasi 2 2 L O
Perumsan | Reloomendasi |
RKehijakan Kebijakan
Teknis di Teknis di Bidang
Bidang Pengawasin
Pengawasan yang disusun -
Kegintan Jumlah keglatan kegiatan 18 18 | D0
Pendampingan | pendampingan
dan Asistensl dan asisiens
Yang
dilaksanakan i
e sesunl PKPT ) -
Sub Kegiatan Jumlah | Perangkat 30 an 100
Pendampingan, | Perangkat Dacrah
Agisiensi, Daerah vang |
Verifikast dan Dilakukan
penilaian Pendampingasn,
Reformasi Asistonsi,
Birolrasi Verifikasi, dan
Penilaian
Reformasi
Birokrasi , S . SO . ||
Sub Keglatan Jumiah Kegiotan | kegiatan 30 30 100%
Koordinasi, i Koordinasi, |
Monitoring dan | Monitoring dan
Exvaluasl serta Evaluasi serla
Verikast | Verlfikasi
Pencegahan Pencegahan dan |
dan | Pemberantasan
Pemberantasan | Korups
Koruipsi |
Sub Keglatan | Jumlah |  Perangkat 30 3 100%:
Pendampingan, | Perangkat | Dacrah
Agislens dan | Daeral vang |
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Dilakukan

Penepabian Pendampingan,

Inlegritas Asgistensi dan
Verifiloasi
Penepakan ‘
Integritas

Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang
Keberhasilan Pencapaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi:
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan |

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Pedoman, yaitu |
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2020.

2 Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian
Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan optimal. APIP

Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan pendampingan,
asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi kepada 30
Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Cimahi sesuai dengan
Kebijakan RB Terbaru dan kemenpan RB, tentang RB Tematik
dan RB General.
3. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan
| dengan baik. Telah dilaksanakan kegintan Sosialisasi Anti
Korupsi kepada ASN, Sosialisasi Anti Korupsi kepada Anggota
DPRD, Sosialisasi Anti Korupsi kepada Siswa SMP. Sosialisasi
Antikorupsi juga dilaksanakan melalui rangkaian Peringatan
Har Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA] vang tahun 2024 ini
baru diselenggarakan di Kota Cimahi dan dilaksanakan

selama 3 {tiga) hari.
4. Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Venfikasi dalam upava |
mewujudkan Wilayvah Bebas Korupsi di Perangkat Daerah di

Kota Cimahi. Tahun 2024 dilaksanakan pendampingan,




- Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang

Keberhasilan Pencapaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi:
asistensi dan verifikasi di 6 {enam] Perangkat Daerah, yvaitu
RSUD Cibabat, Disdukcapil, DPMPTSP, Kecamatan Cimahi
Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi
Selatan.

5. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dilaksanakan setiap
triwulan dengan target dapat menindaklanjuti hasil

pengawasan : Inspektorat Kota Cimahi, Inspektorat Provinsi,
dan BPK Rl (Berikut adalah hasil TLHP Kota Cimahi Tahun
2024 TLHP Inspektorat Kota 84%, TLHP Inspektorat Provinsi
Jawa Barat 94,79%%, TLPH BPK RI 84,51%).

6. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP Inspektorat
dalam peningkatan kompetensi APIP berjalan dengan baik.
Sehagian besar Pegawai Inspektorat memenuhi terget 120 jam |
mengikuti Bimtek/Pendidikan / Pelatihan peningkatan
kompetensi dalam satu tahun.

7. Upaya Perbaikan dalam Peningkatan Indikator Kinerja Nilai
Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025
Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi
indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025
dapat dilihat pada gambar berikut:




Wregnata Lirsdiad Kik
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Gambar 19. Upaya Perbaikan Nilai Maturitas
SPIP Terintegrasi Tahun 2025

Upaya perbaikan yang dilakukan di tahun 2025 di atas

merupakan upava lainnyva selain dari upava vang telah dilakukan

di tahun 2024. Upaya perbaikan vang akan dilakukan tahun

2025 adalah:

* Meningkatkan fungsi consulting melalui koordinasi lebih
intensif dengan perangkat daerah dengan melaksanakan
pembinaan setiap triwulan oleh para pemegang sektor di

Inspektorat Kota Cimahi, sehingga keberadaan Inspektorat
Kota Cimahi dapat lebih dirasakan oleh perangkat daerah di
Kota Cimahi,

* Terwujudnva Perangkat Daerah vang mendapat predikat
Wilavah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani melalun upava pendampingan, asistensi dan
evaluas: lebih mntensif.




Untuk mengakselerasi capaian indikator kinerja Nilai
Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 vang
mendukung pencapalan sasaran strategis Meningkatnva
Kualitas  Pengawasan, maka perlu dilakukan
penambahan target kinerja kegiatan khususnva untuk
Eencana Strategis Tahun 2025 - 2029, vaitu:

REHOMENDAS| PENAMBAHAN TARGET WINERJA HEGIATAM
(PEMBAMNGUMNAMN ZOMNA INTEGRITAS,// WBK)

Perangkat
dasrah

REVESI TARGET 3025

Gambar 20. Rekomendasi Penambahan Target
Kinerja Kegiatan Tahun 2025

Dengan adanya penambahan APIP melalui penerimaan CPNS
Tahun 2024 di Inspektorat Kota Cimahi, diharapkan dapat
mendukung optimalisasi kegiatan Pendampingan dan
Asistensi.

Feplikasi Aplikasi Sistem Pengawasan diharapkan dapat
mulai disosialisagikan ke perangkat daerah.

Meningkatnya nilai hasil Survei Penegakan Integritas {SFPI)
kKota Cimahi (Capaian Tahun 2024: 73,19) melalu
peningkatan nilai Momitoring Cernter For Prevention (MCP)
(Capaian 2024: 89 ,74%) dan Sosialisasi Anti Korupsi yvang

lebih masif,

Untuk Hasil SPl Tahun 2024 turun sebesar 0,42 point
dibandingkan tahun 2023 (skor 73,61).

Meningkatnya Kompetensi ASN Kota Cimahi dalam

Manajemen Risiko melalui Dikilat Manajemen Risiko.




Dalam Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi tahun 2024 terdapat
penurunan nilai dalam 2 (dua) komponen dari 3 (tiga)
komponen yang dievaluasi. Komponen tersebut adalah
komponen struktur dan proses dan komponen pencapalan
tujuan, Untuk itu upaya perbaikan vang akan dilakukan
adalah:

Meningkatnya nilai komponen struktur dan proses melalui:

- Menyelenggarakan Bimbingan Teknis tentang
Penyusunan Manajemen Risiko Bagi seluruh Perangkat
Daerah di Kota Cimahi,

- Melakukan Pendampingan dan Verifikasi Penilaian
Manajemen Risiko Perangkat Daerah

- Melaksanakan Pendampingan dalam proses penyusunan
dokumen perencanaan.

Meningkatnva nilai komponen pencapaian tujuan melalui:

- Melaksanakan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut HAsil
Pemenksaan APIP,

- Melaksanakan  koordinasi lebih  intensif dalam
penyelesaian temuan berulang melalui Tim Penyelesaian
Kerugian Daerah.

Peningkatan Kapahilitas APIP melalui upava lebih intensif

dalam pemenuhan area of improvement.

Untuk mengakselerasi capaian indikator kinerja Nilai

Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 melalui Peningkatan

Kapabilitas APIP Kota Cimahi, maka perlu dilakukan

perubahan pada target realisasi Kapabilitas APIP tahun 2025,

yaitu:




REKOMENDAS] PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2025
{PENINGHATAN KAPARBILITAS APIP)

Nllat“? »

% 300

REALISAS) 202 REVISI TARGET 2025

Gambar 21. Rekomendasi Penyesuaian Target
Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2025

* hoordinasi lebih intensil dengan perangkat daerah dalam
pemenuhan tindaklanjut rekomendasi melaiui pembinaan
setiap triwulannya oleh para pemegang sektor di Inspektorat
kota Cimahi, sehingga kehadiran Inspektorat Kota Cimahi
dapat lebih dirasakan oleh perangkat daerah di Kota Cimahi.
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3.1.3 Basaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Dan Inovasi

Pelayanan Publik

Indikator Kinerja :

Nilal Evaluasi Eeformasi Birokrasi Perangkat Daerah

1. Target dan Realisasi Kinerja Nilal Evaluasi Reformasi

Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS ; | {:apaian 2024

Meningkatnya Kualitas dan Inovasl
103,86%

Petayanan Puldik

INDIKATOR SASARAMN STRATEGIS
Nilad Evaluasi Refarmasi Birokrasi
Perangkat Daerah

Target ' Realisasi
80.54 83,65

S e R R R

Gambar 22. Target dan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi

Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024

Indikator dalam mengukur keberhasilan sasaran straiegis

Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik adalah Nilai

Evaluasi Reformasi Birokrasi, Tujuan dari Reformasi Birokrasi

adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah vang profesional

dengan karaktenstik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan

bersih  KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera,

berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik

aparatur negara. Tabel dibawah ini menunjukan kategor nila

dalam evaluasi Reformasi Birkorasi.



Tabel 15. Kategori Nilai dan Intepetasi Nilai Evaluasi Birokrasi

1 AA =00 - 100 Istimewa

2 A = 80 - 90 Memuaskan

3 BB =70-80 Sangat Balk

4 B > 60 - 70  Baik, dan perlu sedikit perbaikan

5 o > 50 - a6l Cukup memadai, perlu banvak
perbaikan

Target Indikator kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi
Inspektorat Kota Cimahi dalam Rencana Kerja Tahun 2024 adalah
80,54, sedangkan realisasi Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi
Tahun 2024 adalah 83,68, sehingga realisasi indikator kinerja Nilai
Evaluasi Reformasi Birokrasi lebih tinggi 3,11 point. [nterpretasi
dari nilai 83,65 adalah Memuaskan.

Kondisi ini menunjukan bahwa Inspektorat Kota Cimahi berhasil
melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan yang lebih
baik. Dalam hal ini Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan
program Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan
kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan
vang bersith dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas pelavanan
publik.




2. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Nilai Evaluasi
Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan
Tahun 2023

Rsalmasd 270 Feningiatan fnalsas
B
IRDUATOR SESARAY ’ ' :
STRATEGH | | Capaian 20 Fewrapatan Capaian

Miai [ribagsi Smizrra
oo Frrarnpan D raht

Gambar 23, Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capalan
Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat
Daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Kebijjakan untuk Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023
melalui Surat Edaran Menteri PAN RE Nomor 15 Tahun 2023
Tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur
Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Rangka
Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023, komponen
penilainnya meliputi: Capaian Sasaran Strategis, Capaian
Pelaksanaan Kebijakan RE dan Capaian Strategis Pelaksanaan
RB General.

Sementara untuk tahun 2024, kebijakan Penilaian Reformasi
Birokrasi berdasarkan pada Nomor 182 Tahun 2024 Tentang
Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024,
[imana penilaian dilakukan melalui sistem Aplikasi SURABI.

Penilaian didasarkan pada Pelaksanaan RB General dan Tematik,
mulai dari Strategi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik,




Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB General, Capaian Strategis
KB General dan Capaian Indikator Dampak RE Tematik,

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Cimahi pada
tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3.11 point, yaitu dari
80,54 menjadi 83,65.

Berikut adalah upaya vang telah dilakukan dalam mencapai

target kinerja capaian Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat

Tahun 2024,

a. Tim Penilai Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat telah
berkoordinasi terkait pemenuhan dokumen penilaian RB
dengan Tim Evaluator Leading Institution Reformasi Birokrasi
Kota Cimahi, yaitu: Inspektorat; Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Cimahi; Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi:
Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah; Badan Pengelola Keuanpgan dan Aset
Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dava
Manusia Daerah; Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.

b. Telah dilaksanakan kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi kinega Perangkat Daerah dengan optimal
berkoordinasi antara Inspektorat dengan Bappelitbangda.

c. Telah dilaksanakan kegiatan administrasi keuangan Perangkat

Daerah.

d. Telah dilaksanakan kegiatan administrasi umum Perangkat
Daerah.

e. Telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan profesionalisme ASN
Inspektorat melalui Pendidikan dan Pelatihan.
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3. Perbandingan Capalan Kinerja Nilai Ewvaluasi Reformasi
Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Target Akhir
Periode Renstra 2023 - 2026.

Capaian 2024

SASARAN STRATEG!S ;
Messngicatima Koslitas D

Iminvasi Pesyanan Publix

103,86% |

g
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Gambar 24. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Evaluasi
Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024
dengan Target Akhir Periode Renstra 2023 - 2026

Target Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota
Cimahi Tahun 2024 pada Renstra Inspektorat 2023 - 2026 pada
tahun 2024 adalah sebesar 64, sementara untuk target pada
akhir periode Renstra 2023-2026 adalah 66. Realisasi Nilai
Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspekitorat Kota Cimahi Tahun
2024 sebesar 80,54. Ini berarti capaian kinerja Nilai Evaluasi
Reformas: Birokrasi tahun 2024 dibandingkan dengan periode
akhir Renstra 2023-2025 sebesar 126,73%, yaitu sudah melebihi
target. Pencapaian target Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat
akhir periode disebhabkan oleh:

a. Koordinasi dan komunikasi yang efektil antara tim Penilai
Mandiri Reformasi Birokrasi dengan bidang terkait (Internal
Inspektorat] tentang pemenuhan dokumen penilaian
Reformasi Birokrasi.

b. Optimal dan efektifnva pelaksanaan kegiatan Perencanaan,

penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah,




c. Optimal dan efektifnya pelaksanaan Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah.

d. Optimal dan efektifnya pelaksanaan Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat Daerah.

¢. Opumal dan efektifnya pelaksanaan kegiatan Peningkatan
profesionalisme ASN Inspektorat melalui Pendidikan dan
Pelatihan.

f. Optimal dan efektifnya pelaksanaan kegiatan koodinasi dalam
pemenuhan dokumen eviden penilaian Reformasi Birokrasi
dengan Tim Evaluator Leading Institution Reformasi Birokrasi
Hota Cimahi.

4. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi
Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan
Standar Naslonal

SASARAN STRATEGS: W Capaian 2024

1103,96% |

Meningiaitrina Kb o

I Peavatian Pabli

Target Masional — Lahbik Tinggi
INDHATIN SASARAN
STRATEGE .
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Gambar 25. Perbandingan Capaian Kinerja Nilal Evaluasi
Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024
dengan Target Nasional

Indikator Nilai Reformasi Birokrasi tidak ada dalam target/

Standar Nasional.




5. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Hinerja

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Serta
Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
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Gambar 26. Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan
Peningkatan Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi
Birokrasi Perangkat Daerah

Realisasi indikator kinerja Nilai Evaluasi Birokrasi Inspektorat
Kota Cimahi Tahun 2024 adalah sebesar 83,65. RHealisasi ini lebih
tinggi dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024, vaitu sebesar 80 54. Hasil
ini didukung oleh meningkatnya nilai SAKIP Inspektorat Kota
Cimahi sebesar 0,35 point. Dimana nilai SAKIP Inspektorat Kota
Cimahi pada tahun 2023 adalah sebesar 83,2 (A) dan pada tahun
2024 menjadi 83,55 (A).

Peningkatan Nilai Evaluasi Birokrasi Inspektorat Kota Cimahi
Tahun 2024 juga didukung oleh meningkatnya nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana nilai IKM tahun 2024 naik




sebesar 0,18 point. Nilai IKM pada tahun 2023 sebesar 80,27 dan
pada tahun 2024 menjadi 80,45.

Selain itu, peningkatan Nilai Evaluasi Birokrasi Inspektorat Kota
Cimahi Tahun 2024 juga didukung oleh meningkatnya nilai
Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Kota Cimahi (IPASN).
Dimana nilai TPASN Inspektorat Kota Cimahi tahun 2023 adalah
75,59 dan pada tahun 2024 naik menjadi 86,00. Jadi nilai [IPASN
tahun 2024 naik sebesar 10,41 point.

Faktor-faktor vang menyebabkan atau mendukung keberhasilan
realisasi kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat
Kota Cimahi Tahun 2024 adalah :
a. Optimalnya pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan
evaluasi kinerja perangkat daerah melalui:
* Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah,
* Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.
b. Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat
daerah atas:
* Tersedianya gaji dan tunjangan ASN.
*» Optimalnya koordinasi dan penyusuna laporan keuangan
akhir,
* Optimalnya keoordinasi dan penyusunan laporan keuangan
bulanan /triwulanan /semesteran Inspektorat Kota Cimahi.
c. Tersusunnya laporan administrasi umum perangkat daerah
alas:
» Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.
* Tersedianya bahan logistik kantor.
* Tesedianya barang cetakan dan penggandaan.
» Terselenggaranva rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

* Optimalnya penatausahaan arsip dinamis.




. Tersedianva barang milik daerah penunjang urusan melalui:

* Tersedianya Gedung untuk arsip

* Tersedianya mebel untuk penunjang kegiatan
. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
melalui:

= Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik

* Tersedianva jasa pelayanan umum kantor disetiap
bulannya.

Terpeliharanva barang milik daerah penunjang wurusan
melalui:

* Tersedianya biayva pemeliharaan, pajak dan perizinan
kendaraan dinas dan operasional lapangan,

* Terpehharannva mebel

* Terpeliharanva peralatan dan mesin lainnva.

* Terpeliharanya Gedung kantor.

. Optimalnya pelaksanaan kegiatan kepegawaian perangkat
daerah melalui:

* Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
pada seluruh ASN Inspektorat Kota Cimahi untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan (45 Paket).

* Terfasilitasinva Pendidikan dan Pelatihan pegawai
berdasarkan tugas dan fungsi, baik pada fungsional APIP
maupun pada funsgional umum vang ada di Inspektorat
kota Cimahi.

* Terlaksanaya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan pada seluruh Pegawai di Inspektorat
Kota Cimahi (35 Orang).

Upaya yvang telah dilakukan untuk meningkatkan Nilai Reformasi
Birokrasi Perangkat Daerah sebagai berikut:
a. Berupaya meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan

mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan bagi penyusun

T



dokumen SAKIP Inspektorat, karena nilai SAKIP merupakan
bagian dari komponen penilaian Capaian Strategis

b. Berupava meningkatkan kepuasan masvarakat pengguna
layanan Inspektorat melalui peningkatan profesionalisme
pegawai Inpsektorat melalui Pendidikan dan Pelatihan. Nilai
Kepuasan Masyarakat merupakan bagian dari komponen
penilaian RB Capaian Sasaran Strategis,

¢. Berupaya mengoptimalkan pencatatan pengadaan
barang/jasa Pemerintah pada SPBE dalam upaya peningkatan
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah
melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan bagi pengelola barang
dan jasa Perangkat Derah. Indeks Tata Kelola Pengadaan
Barang/Jasa Perangkat Daerah merupakan bagian dari
komponen penilaian Capaian Pelaksanaan HKebijakan
Reformasi Birokrasi

6. Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Indikator
Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
Tahun 2024
Herikut adalah anahsia program, kegiatan, dan Sub kKegiatan
yvang merupakan critical success factor atau faktor-faktor yvang
mempengaruhi  tercapainya target kinerja Nilai Reformasi
Birokrasi Perangkat Daerah dalam mendukung tercapainva

sasaran strategis Meninghatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan

Publik:




Tabel 16. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang

Heberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran
tnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

Menli

Program Penunjang | Nilai SAKIP
Urusan Pemerintah | Perangkat Daerah 83.2) {83,55) %o
Daerah
Keginian Jumilah dokumen dokurner 13 13 I G0
Peroreridaan, Perenoannan darn
Perngpamopgriran dan Eorluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
| Perangkat Daerah Yang sesual
L o ketentiuan | )
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen dokume | 7 7 100
Penyusunan Perencanaan n
Dokumen Peranglat
Perencanann
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Jumiah Laporan laporan 18 18 1M
Evaluasi Kinerja Exaluas) Kinerja
Perangkat Daerah Perangkal Daerah S
Program Penusnjang | Nilal IKM BO.27 BOD, 45 100,22
Urusan Pemerintah Perangknt Dasrah 1
Daerah |
Kegtatan Administrasi | Jumlah Laporan laporarn 0 20 100%
Keuangnn Perangkat | Admintstrosi
Daerah | Kenenrgean g
| Tepal wakfu i S PSRl | S
Sub Kegiatan Jumlah Orang Orang a5 35 100
Penvediann Gajl dan | vang Menerima
Tunjangan ASH Gajl dan
| Tunjangan ASN___|
Sub Kegiaian Jumlah Laporan laporan 2 4 100%:
Koordinas! dan Reuangan Akhir {
Penyusunan Laporan | Tahun SKPD dan
Reuangan Akhir laporan hasil
Tahun SKPD koordinasi
PERAYUSUNAD
laporan keuangan
| akhir tahun SKPD )
Sub HKegiatan Jumiah Laporan laporan 18 18 100%
Koordinasl dan Keugngan
Penyusunan Laporan | Bulanan/
Keuangan Triwulanan/
Bulanan/Trvwulanan | Semesteran SKPD
[ Semesteran SEPD dan Laporan
Kpordinsasl
Prowusunan
| Leporan Keuangan
BulananTriwulan
an/ Semesteran
SKPD =




Kegintan Administrasi | Jumleh buian
Umum Perangkat penyediann
Daerah administras wmum . =
Sub Kegintan Jumlah Paket paket 3 3 100%
Penyediaan Peralatan | Peralatan dan
dan Perlengkapan Petlengkapan
Ennlor Eantor yang
L | disediatkan -
Sub Kegiatan Jumlah Paket paket 12 12 | 1D0%
Penvediaan Bahan Bahan Logistlk
Logistik Kantor Kantor yang
Disediakan
| Sub kegiaian Jumlah Paket paket 12 12 100%
Penyedinan Barang Barang Cetakan
Cetakan dan dan Penggandazan
Penggandann yang Discdiakan
Suh Kegiatun Jumlah Laporan laporan 12 12 100%
| FPenyelenggarann Penvelenggaraan
Fapat Kordinasi dan Rapat Koordinasi
Konsultasi SKPD dan Konsuliasi
i SKPD
| Sub Kegiatan Jumtah Dokumen | dokume 1 1 100P
Penatausahaan arsip | Penatsusahaan n
dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada |
SKPD =
Kegratan Pendgadaan Jumbah unit Barang et 1 i 100% |
Rarang Milik Daerah | Milik Daerah yang '
Perwigang Urusan dicidakan | |
| Pemarintah Doerah |
Sub Kegiatan Jumiah Unit | unit 1 ] 100% |
Pengadaan Gedung Cedung Kantor
Kantor atau atau Bangunan |
Bangunan Lainnya Lainnya vang {
| Disediakan ! :
Sub Kegiatan Jumlah mebel yang | Paket 2 2 | 100%
Pengadaan Mebel | disediakian |
Kegiatan Pengecdioan | Jumlah Bulan bulan 12 12 100
Jasa Penrgang Penyedican Jasa |
Lrusan Pemerintah Pertiruforg Ursan |
Daerah Pemenntah Dasrmh | o
Bub Kegiatan Jumlah Laporan laporan 12 13 100%%
Penyedinan Jasa Penyediaan Jass
Komunikasi, Sumber | Komunikasd,
Dava Alr dan Listrik Sumber Daya Adr
dan Listrik vang
Disediakan
Sub Keglatan Jumlah Laporan laporan 12 | 12 100%
Penvediaan Jasa Penvediaan Jasa
Pelavanan Umum — |
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Implementasi

Pelavanan Umum | Kantor yang
Kantor Disediakan | el
Kegiatan | Jumlah bulan | bulan 12 12 100% |
Pemeliharsan Barang | pemeliharaan {
Milik Daerah Barang Milik
Penunjang Urusan Dacrah
Pemerintah Daerah |
Sub Kegiatan "Jumlah kendaraan unit 3 3 L0
Penyediaan Jasa dinas operasional
Pemellharaan, Blava atau lapangan vang
Pemelibaraan, Pajak dipelihara dan
dan Perixinan ditavarkan pajak
Kendaraan Dinas dan perizinannya
Crperasional atag |
| Lapangan = -
| Bub Kegiatan Jumlah Mebel vang scl 2 2 100%
Pemelinaraan Mebel Dipelihara
| Sub Kegiatan Jumilah Peralatan it 11 11 100 %
Pemeliharaan dan Mesin Lainnya
Peralatan dan Mesin | yang dipelihara
Lainnya
Sub Kegiatan Jumilah Gedung unit 1 i HO0%s
Pemeliharaan Eantor dan
Rehabilitast Gedung Bangunan Lainnya
Kantor dan Bangunan | vang Dipelihara/
Lainnya Direhabilitasi
Program Penunjang  Indeks nilai 75,59 86,00 113,77
Urusan Pemerintah = Profesionalitas | %
 Daerah ASN |
Kegiatan Administrasi | Jumilah ASN yang orang a5 35 10024
Kepegawaian meninglal
Perangkat Daerah kapasitasnya
melalui pelayanan
administrasi
kepegawaian
Sub Kegiatan | Jumiah Paket paket 45 45 100%
Pengadaan Pakalan Pakaian [Mnas
Dinas besérta Atribut | besesrta Atobut
Kelenglkapannya Kelenghapan
Sub Kegiatan Jumilah Pegawai Orang a5 as 100%
| Pendidikan dan Berdasarian Tugas
Pelatihan pegawai dan Fungsi yang
berdasarkan tugas Mengikuti
dan fungsi Pendidikan dan
Pelatihan
Sub Keglatan | Jumilah Orang OrRng s a5 100%
Bimbingan Teknis yang Mengikutl




Analisis Program atau Kegiatan vang Menunjang Keberhasilan

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan

Publik:

1. Program Penunjang Urusan Pemerntah Daerah vang terdin
dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan efektif dan
efisien. Telah disusun dokumen Renja Murmi 2024, Renja
Perubahan 2024, Renja 2025, Fencana Aksi Kinerja 2024,
Rencana Aksi Kinerja perubahan 2024, Perjanjian Kinerja,
Monitoring dan evaluasi Renja setiap Triwulan, Money
Rencana Aksi Kinerja 2024 setiap Triwulan, Monev Perjanjian
Kinerja menjadi penunjang keberhasilan sasaran strategis
meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdin
dari: Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah:
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; Kegiatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah: RKegatan Administrasi Kepegawman
Perangkat Daerah telah dilaksanakan secara efekof dan
efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kegatan
Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan
fungsi telah dilaksanakan dengan baik, sebagian besar
Pegawai Inspektorat telah mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan memenuhi 120 jam dalam satu tahun [2024).

Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana
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Inapektorat telah dilaksanakan sesuai kebutuhan dalam
menunjang kualitas dan inovasi pelayanan publik.

3. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, Rapat kerja Implementasi
Kebijakan Umum Akuntabilitas Kinerja Kota Cimahi dan
SAKIP Tematik, vang bertujuan meningkatkan kualitas
evaluasi internal akuntabilitas kinerja Kota Cimahi. Hal ini
menunjang keberhasilan sasaran strategis meningkatnya
kualitas dan inovasi pelayanan publik

4, Telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor:
700 /Kep.3306-Inspekot /2023 Tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah Pemerintah
Daerah Kota Cimahi. Telah ditetapkan Keputusan Inspektur
Kota Cimahi, Nomaor: 53/PW.08.02/KEP-
INSPEKTORAT /2023 Tentang Standar Operasional Prosedur
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerntah Kota
Cimahi. AKIF menunjang keberhasilan sasaran strategis
meningkatnva kualitas dan imovasi pelavanan publik,

7. Upaya Perbaikan Pencapaian Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi
Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025
Upaya perbaikan vang akan dilakukan untuk mengakselerasi
kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut;




UPAYA
PERBAIKAN

Gambar 27. Upaya Perbaikan Nilai Evaluasi Reformasi
Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025

Upaya perbaikan vang dilakukan di tahun 2025 diatas
merupakan upaya lainnya selain dari upaya yang telah dilakukan
di tahun 2024. Upayva perbaikan yvang akan dilakukan tahun
2025 adalah:

Melakukan optimalisasi pelaksanaan program/kegatan
penunjang urusan pemerintah daerah melalui optimalisasi
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang
dalam kegiatan pengawasan.

Penvediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan karena
adanva penambahan jumlah pegawai (27 CPNS|. Penvediaan
sarana penunjang disesuaikan dengan kebutuhan dan
anggaran yang tersedia.

Meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Inspektorat
Kota Cimahi melalui diklat/bimtek dengan target per orang
adalah mengikuti 3 (tiga) kali diklat/120 JP.




3.2 Efisiensi Sumber Daya
Berdasarkan Rata-rata capaian kinerja Inspektorat pada tahun 2024

sebesar 89.68%, dimana satu indikator kinerja utama belum memenuhi

target

VANE

direncanakan,

vaitu Persentase Peningkatan Ketaatan

Terhardap Peraturan Perundang-Undang, sedangkan Nilai Maturitas SFPIP

Terintegrasi dan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

capaian kneganva di atas 100%.

penggunaan sumber daya:
Tabel 17. Efisiens] Sumber Daya Tahun 2024

Sumber
Daya
Aparatur
Pengawn

8 Internal |

Pemerint
ah [APIP)

Berikut diuraikan analisis terkait

Jabatan Struktural | Kegiatan Setiap 1. Reviu Laporan
= 7 orang. | Pengawasan | kegiatan Kruangan
| Total pengawasa | 2. Audit dengan
Jabatan Fungsional | menghasilka | n terdini Tujuan Tertentu
| Tertentu (JFT)/APIP | n 453 dari tim ' 3. Probity Audit
| Inspektorat : 23 Laporan . kerja. 4, Eeviu REA Murni
Orang, terdiri dari | Hasil | Masing- dan Perubahan
| Auditor = 17 orang | Pengawasan | masing tim | 5. Reviu Standar
PPUPD = & grang dari 30 terdiri dari Harga
Perangkat 4-5 orang. | 6. Reviu LPPD
| Jabatan Pelaksana | Daerah Jumlah - 7. Reviu Renja
= 5 orang Dengan APIP; 23 8. Reviu RPJIMD
rincian: OrANg, 9. Reviu Manajemen
Laporan Dalam ASN
Auedit 11 melaksana | 10, Reviu Pelayanan
Lapaoran, kan Publik
Heviu 268 tugasnya 1. Monitoning Inflasi
Laporan, satu orang | 12, Monitoring PPPDN
Monitoring | APIP 13, Monitoring TLHP
55 Laporan, | menjadi BPK dan APIP
Money 42 anggota 14, Penyusunan PKFT
Laporan, dari Tahun 2024
Evaluasi 73 | beberapa 15. Bimtek AKIP
Laparan, Tim dalam | 16. Sosialisasi Anti
Lainnya 6 waktu vang Korupsi kepada
laparan bersamaan ASN
karena 17. Sosialisast Anti
keterbatasa Korupsi kepada
n jumiah Anggota DPRD |
APIP vang | IB.Sosialisasi Anti '
hars Korupsi kepada |
memenihi Siswa SMP |




' kebutuhan | 19, Peringatan
| pengawasa HAKORDIA
| 20. Pendampingan,
- Asistensi dan
Kompetensi Evaluasi
APIF belum Pembangunarn
seluruhnva Zona Integritas
| mementthi
i standar
| kompetensi
| ¥HTIE
ditetapkan
Angegaran untuk kegiatan Setiap 1. Reviu Laporan
kegintan Pengawasan | kegiatan Heuangan
operasional dan Total pengawasa | 2. Audit dengan
pengawasan selama | menghasilka | n terdin Tujuan Tertentu
satu tahun Rp. n 453 dari tim 3. Probity Audit
15.873.668.128,00 | Laporan ! kerja, 4. Reviu REKA Murni
Haxil Masing- dan Perubahan
Dengan target Pengawasan | masing tim | 5. Reviu Siandar
| kinerja sebanyak 3 | dari 30 terdiri dan Harga
11 Perangkat 4-5 orang. | 6. Reviu LPPD
Kegiatan dan 32 Daerah. Jumlah 7. Reviu Renja
Sub kegiatan. Dengan APIP: 24 | 8. Reviu RPJMD
Anggaran vang rincian: Orang. 9. Reviu Manajemen
diserap Rp. Laporan Dalam ASN
14.389.784.725 00 | Audit 11 melaksana | 10, Reviu Pelayanan
Laporan, kan Publik
Sisa Anggaran vang | Reviu 268 TUgASnYa 11.Monitoring Inflasi
tidak terealisasi Laporan, satu arang | 12.Monitoring PFPDN
Rp.1.483.883.403, | Monitoring | APIP 13. Monitoring TLHP
00 55 Laporan, | menjadi HPK dan APIP
Money 42 | anggota 14. Penyusunan PKPT
Capaian Kineria Laporan, ' dari Tahun 2024
SEMUA SasSaran Evaluasi 73 | beberapa 15.Bimtek AKIP
strategis Laporan, Tim dalam | 16.Sosialisasi Anti
Inspektorat Tahun | Lainnva 6 wakiu vang Korupsi kepada
2023 di atas 100%, | laporan bersamaan ASN
Hata-Kata | karensa 17 Sosinlisasi Anti
| Persentase Capaian keterbatasa Korupsi kepada
| Kinerja Sasaran n jumlah Anggota DPRD
| strategis APIP yang | 18.Bosialisasi Anti
| Inspektorat Tahun harus Korupsi kepadsa
20624 sebesar memenuhi Siswa SMP
B89,85%. Namun kebutuhan | 19 Peringatan
Persentase Kealisasi PEnEgAWASH HAKORDIA
Keuangan 90,65% n. | 20. Pendampingan,
%%, sehingga . Asistensi dan
Efesiens| Angguran Kompetensi | Evaluasi
Inspektorat Tahun APIP belum <




| 2024 scbesar | seluruhnya Pembangunan
9,35% memenihi Zona Integritas
standar
kompetensi
YANE
ditetapkan
Permasalahan:

1.

Jumlah tenaga jabatan fungsional APIP vang dibutuhkan sebanvak 99
orang (Auditor 61 orang, PPUPD 38, sedangkan vang jabatan fungsional
APIP yang tersedia 24 orang (Auditor 18 orang dan PPUPD 6 orang), vang
diukur berdasarkan Surat BPKP, 26 Oktober 2021, NomorS- I
1057 /K/JF /2021, tentang Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor, Surat
Surat Sekretaris Inspektur Jendral kementerian Dalam Megeri Republik
indonesia, 9 November 2022, Nomor: 800.1.2.1/3113/L], tentang
Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD, dan dari jumlah hari pengawasan

berdasarkan kegiatan pengawasan vang ditetapkan selama satu tahun.
Kondisi yang ada jumlah APIP adalah 23 orang sehingga dalam tahun
pemeriksaan, Perangkat Daerah tidak dapat diaudit operasional
seluruhnya.

Alokasi anggaran Inspektorat Tahun 2024 belum dapat memenuhi
ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Bahwa untuk
mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan, Pemerintah |
Daerah Kabupaten / Kota mengalokasikan anggaran vang ditetapkan
berdasarkan hesaran dan total belanja daerah, dengan klasifikasi: diatas
Epl.000,000.000.000,00 (satu  trilliun rupiah] sampai dengan
Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75%
[nol koma tujub puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Upaya yang dilakukan: .

1.

Inspektorat Kota Cimahi mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional |
Auditor Kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber




Daya Manusia Kota Cimahi, Nomor: 113/Kp.01.01/Sekre, tanggal 18
Januari 2023, hal Usulan penetapan kebutuhan jabatan Fungsional |
Auditer. Usulan ini menjadi dasar atas penyediaan/penerimaan CPNS
Auditor tahun 2024, vaitu sebanvak 30 Orang.

- Inspektorat Kota Cimahi mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional |
FPUPD Kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber |
Daya Manusia Kota Cimahi, Nomor 083/Kp.01.01/Sekre, tanggal 13
Januari 2023, Hal Usulan penetapan kebutuhan jabatan fungsional PPUPD.
Usulan ini menjadi dasar atas penyediaan /penerimaan CPNS PPUPD tahun
2024, yaitu sebanyak 30 Orang.

- Menyusun Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko sehingga diperoleh

data PD yang prioritas untuk dilakukan pemeriksaan, berdasarkan

penilalan terhadap profil risiko masing-masing PD.

. Inspektorat Kota Cimahi telah berkoordinasi dengan Ketua TAPD Kota

Cimahi tentang Penambahan Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran 2024

dalam upaya pemenuhan anggaran sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

Akan tetapi karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Cimahi, maka

alokasi anggaran 0,75% belum dapat terpenuhi.

. Efisiensi anggaran dan kegiatan telah dilakukan pada kegiatan sebagai

berikut:

» Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah, efisiensi pada beberapa kegiatan pertemuan dan lembur.

* Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemenntahan Daerah vang disesuaikan dengan kebutuhan.

= Kegiatan Pengawasan Intermal karena jumlah SDM APIP vang terbatas
dengan banyvaknyva penugasan.

» Kegiatan Pengawasan dengan tujuan tertentu karena tidak adanya
pengaduan dan masih kurangnya dukungan dari perangat daerah dalam
penvelesaian kerugian negara/daerah




3.3 REALISASI ANGGARAN

Meningkatnva Kualitas Pengawasan di Kota Cimahi didukung oleh 3
(tiga) program vaitu Penyelenggarasn Pengawasan; Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi; Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Pagu anggaran total Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 adalah Rp.
15.873.668.128,- (Lima Belas Miliar Delapan Ratus Tufuh Puluh Tiga Juta
Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
Realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis pada Inspektorat
Kota Cimahi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 14.389.784.725 (Empat
Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan
Pulith Empat Ribu Tupuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau 90,65% dan

PAgU anggaran.

9,35%

90,65 Efisiensi
Realisasi Anggaran
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Gambar 28. Realisasi dan Efisiensi Anggaran
Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024

Realisasi anggaran pada tahun 2024 mencapai 90.65% dari total
penverapan pagu anggaran dengan realisas: fisik mencapai 94.3% serta

capaian target kinerja sebesar 89,85%. Sedangkan untuk mengetahui
perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran program dan
kegiatan Inspektorat Kota Cimahi dijelaskan dalam Tabel 18.




Tabel 18. Perbandingan Pagu dan Realiasasi Fisik dan Keuangan

Tahun 2024
Basuran Indikntor Program Fagu Anggeinn Roalisnsi Heuwanganm Fialk
Sasiiran [Rp) Hp| el el
Fenyelenggnmman 1253067 128
Hualitas Fendnghatan  Pengawasan
FPengnwasan Metmntan
Terhadap
Pereturan
Prrundang:
umnsangnn
Piikai Perumunan 3.06A BB 563 LAY TENELT B, 7 L
Maroricas Kehijalkmn,
areP Fendampimgan
dan Asintensi
Meningkatnys  ila: Penumang 11551842457 11.090 548,205 LT 045, 08
Koalitne dan Evalunsi Urusan
Imovosl Redorasnal Pemesintalian
Palayanan Berulkran: Dasrah
Publik Perangial
Diaerah
Jumlah 15.873.064.228 14.389.784.725 0,65 54,3

Realisasi keuangan tahun 2024 naik sebesar 1,61% dibandingkan
tahun 2023 (Realisasi keuangan 89.,21%), Hal ini dischabkan karena
bertambahnya jumlah kegiatan vang dilaksanakan tahun 2024, seperti:

* Rangkaian Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia vang
dilaksanakan selama 3 (tiga han),

* Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan dengan jumlah
laporan hasil pengawasan sebanyak sebanyak 453 laporan,
(tahun 2023 sebanyak 309 laporan).

» Penvelenggaraan Diklat Maturitas Penvelenggaraan SPIP
Terintegrasi pada seluruh Perangkat Daerah Kota Cimahi.

= Pendampingan, asistensi dan verifikasi Pembangunan Zona
Integritas di 6 [enam| Perangkat Daerah.




BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 merupakan
wujud pertanggungiawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat
Kota Cimahi dalam mendukung pencapaian visi dan misi dan Pemenntah
Kota Cimahi serta dalam rangka perwujudan good gevernance., Laporan
kinerja imi disusun berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024
dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024,

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, maka dapat disimpulkan

bahwa:

1. Sasaran Stategis 1 “Meningkatnva Kualitas Pengawasan” dengan
indikator sasaran Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan, realisaasi kinerja sebesar 3,21%.

2. Sasaran Stategis 1 *Meningkatnya Kualitas Pengawasan” dengan
indikator sasaran Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi, realisaasi kinerja
tahun 2024 sebesar 3,065.

3. Sasaran Stategis 2 “Meningkatnva Kualitas dan Inovasi Pelayanan
Publik® dengan indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat
Daerah, realisaasi kinerja sebesar 83.65.

4, Nilai Rata-rata capaian kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024
sebesar 89,55%.

5. Realizsasi anggaran tahun 2024 sebesar 90,65% dengan efisiens:
sebesar 9,35%,

Kendala dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota
Cimahi Tahun 2024 terdapat pada pengukuran capaian target untuk
sasaran strategis 1, vaitu mengukur Persentase Ketaatan Terhadap
Peraturan Perundang-Undangan dan Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi.
Untuk nilai Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan menunggu hasil telaahan BPK Rl dan nilai ini sangat fluktuarif
disetiap tahunnva tergantung dari banyaknya kegiatan pemenksaan serta
temuan dan rekomendasi yang dihasilkan. Sementara untuk Nilai

85




10.

11.

12.

13.

Menggunakan model perencanaan “Money follow program” | anggaran
vang digunakan fokus pada program-program prioritas dengan
program-program kegiatan yang lebih rinci.

Melakukan sosialisasi antikorupsi vang lebih masif baik melalui
monitoring dan evaluasi implementast rencana aksi pencegahan
korupsi ke Perangkat Daerah secara berkala, maupun melalui
peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi.
Melaksanakan Pendampingan, asistensi dan wverifikasi yang lebih
intensif dalam pembangunan Zona Integritas pada unit atau Perangkat
Daerah pelayanan publik.

Meningkatkan koordinasi dengan Tim SABER PUNGL]I secara
berkesinambungan dalam melaksanakan kegiatan, vang didukung
dengan penguatan pengaduan masyarakat melalui tersedianya sarana

dan prasarana elektronik.
Penyediaan aplikasi sistem pengawasan.




